Menimbang :

Mengingat :

BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI
NOMOR 74 TAHUN 2020
TENTANG

PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN

a.

PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
BUPATI JEPARA,

bahwa dalam rangka tertib administrasi dan akuntabilitas
pelaksanaandan  pertanggung-jawaban  pelaksanaan
APBD, perlu disusun tata cara penatausahaan dan
penyusunan laporan pertanggungjawaban  bagi
bendahara serta penyampaiannya;

. bahwa ketentuan Pasal 31 ayat(4) Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah,mengamanatkan Bupati
untuk menyusun tatacara penatausahaan dan
penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara
serta penyampaiannya;

bahwa Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2015 tentang
Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggung jawaban Bendahara serta Penyampaiannya
sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu
ditinjau kembali;

. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam hurufa, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penatausahaan
dan Penyusunan Laporan Pertanggung\ jawaban
Bendahara;

. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950

tentangPembentukan daerah-daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286};

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 43553);



4.

10.

11.

Undang-Undang Nomorl5 Tahun2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan\ Keuangan Antara Pemerinta Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 200 Nomorl26,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4438);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
pemerintahan
Daerah(LembaranNegaraRepublikindonesiatahun2014No
mor244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapakalidiubahterakhirdenganUndang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015tentang Perubahn Kedua Atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik IndonesiaNomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 omor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4614);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang TataCara Penatausahaan Dan Penyusunan
Laporan Pertanggung jawaban Bendahara Serta
Penyampaiannya.

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 tahun 2019
tentang Pokok-pokok Pengelolaan KeuanganDaerah
(Lembaran Daerah KabupatenJeparaTahun 2019 Nomor
19,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara
Nomor 6)




Menetapkan:

MEMUTUSKAN:

PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABANBENDAHARASERTAPENYAMP
AJANNYA.
BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara

2
3.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,selanjutnya

10.

11.

12.

Daerah adalah KabupatenJepara.
Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Jepara

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama

oleh
PemerintahDaerahdanDPRDdanditetapkandenganPeratu

ranDaerah.

. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada
pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/penggunabarang.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan daerah yang
selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah
pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
selanjutnya disingkat BPKAD adalah SKPD Pendapatan
pengelolaan Keuangandan Aset Daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kepala satuan kerja pengelola
keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan
KepalaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD
dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya di singkat

BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang
bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum
daerah.

Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum
Daerah.

Pengguna  Anggaran adalah pejabat pemegang
kewenangan pengguna ananggaran untuk melaksanakan
tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
Pengguna Baranga dalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan barang milik daerah.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19,

20.

21

22,

23.

24.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya
disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan
fungsi tatausaha keuangan pada SKPD.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya
disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang
melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu
program sesuai dengan bidang tugasnya.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD
pada SKPD.

Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat
fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung-
jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.

Bendahara Penerimaan PPKD adalah pejabat fungsional
yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggung-
jawabkan penerimaan uang yang bersumber dari
transaksi PPKD.

Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat
fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan,
membayarkan, menata-usahakan dan mempertanggung-
jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.
Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional
yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menata-usahakan dan mempertanggung jawabkan uang
untuk keperluan transaksi PPKD.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk
menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan
untuk membayar seluruh pengeluarandaerah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala
daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah
dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
daerah pada bank yang ditetapkan.

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD
adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana
untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan
SPP.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat
SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan
kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan
permintaan pembayaran.

SPPU Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP
adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara
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25.

26.

pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang
bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat
dilakukan dengan pembayaran langsung.

SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendaharan
pengeluaran untuk permintaan pengganti uang
persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan
pembayaran langsung.

SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh
bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran
pembantu untuk permintaan tambahan uang persediaan
guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat
mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran
langsung dan uang persediaan.

27.SPP Langsung untuk pengadaan Barang dan Jasa yang

28.

29.

30.

31.

(1)

selanjutnya disingkat SPP-LS untuk pengadaan Barang
dan Jasa adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu
untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak
ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat
perintah kerja lainnya dengan jumlah, penerima,
peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang
dokumennya disiapkan olehPPTK.

SPP Langsung untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan
yang selanjutnya disingkat SPP-LS untuk pembayaran
Gaji dan Tunjangan adalah dokumen yang diajukan oleh
bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran
gaji dan tunjangan dengan  jumlah,penerima,
peruntukan,dan waktu pembayaran tertentu.

SPP Langsung PPKD yang selanjutnya disingkat SPP-LS
PPKD adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran PPKD untuk permintaan pembayaran atas
transaksi-transaksi yang dilakukan PPKD dengan jumlah,
penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu.
Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM
adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya
disingkat SP2D adalah dokumenyang digunakan sebagai
dasar pencairan dana yang diterbitkan Bendahara Umum
Daerah berdasarkan SPM.

Pasal 2
PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya
kepada Bupati melalui sekretaris daerah. Dalam rangka
pengelolaan keuangan daerah,PPKD mempunyai tugas
sebagai berikut:
a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan
keuangan daerah;
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(2)

(3)

b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan
APBD;

c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang
telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;

e. Menyusun laporan keuangan yang merupakan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang
dilimpahkan oleh kepala daerah.

Sebagai pengelola APBD,PPKD dapat melimpahkan

kepada pejabat lainnya dilingkungan SKPKD untuk

melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan
APBD

b. Melakukan pengendalian pelaksanaanAPBD\

c. Melaksanakan pemungutan pajakdaerah

d. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian
jaminan

e. Melaksanakan system akuntansi dan pelaporan
keuangan daerah

f. Menyajikan informasi keuangandaerah

g. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan
serta penghapusan barang milik daerah.

PPKD juga bertindak sebagai bendahara umum daerah

(BUD) mempunyai wewenang sbb:

. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

. Mengesahkan DPA-SKPD;

. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan system

penerimaan dan pengeluaran kas daerah.

. Melaksanakan pemungutan pajak daerah

Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran
APBD oleh bank dan/atau Lembaga keuangan lainnya
yang telah ditunjuk;

g. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan

dalam pelaksanaan APBD;

. Menyimpan Uang Daerah;

Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD)
Melaksanakan penempatan uang <daerah dan
mengelola/menatausahakan investasi;

k. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan
pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas
umum daerabh;

l. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian
jaminan atas nama pemerintah daerah,;

m.Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama
pemerintah daerah;

n. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;

00 oo
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o. Melakukan penagihan piutangdaerah;
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(5)
(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

p.Melaksanakan system akuntansi dan pelaporan
keuangan daerah;

q. Menyajikan informasi keuangan daerah;

r. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan
serta penghapusan barang milik daerah.

PPKD selaku BUD menunjuk pejabat dilingkungan SKPKD

selaku Kuasa BUD,yang melaksanakan sebagian tugas

BUD.Penunjukan kuasa BUDtersebut ditetapkan dengan

keputusan Bupati.

Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk

melaksanakan sebagian tugas BUD.

Kuasa BUD mempertanggung jawabkan seluruh

pelaksanaan tugasnya kepada PPKD.

Kuasa BUDmempunyaitugas:

a. Menyiapkan anggarankas,

b. Menyiapkan SPD;

c. Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

d.Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan
daerah.

Kuasa BUD juga melaksanakan kewenangan berikut ini:

a. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran
APBD oleh bank dan/atau Lembaga keuangan lainnya
yang telah ditunjuk;

b. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan
dalam pelaksanaan APBD;

c. Menyimpan Uang daerah; d.Melaksanakan
penempatan uang daerah dan
mengelola/menatausahakaninvestasi.

e. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan
pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas
umum daerah;

f. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama

pemerintah daerah;

. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.

. Melakukan penagihan piutang daerah.

= 0

Pasal 3
Dalam kapasitasnya sebagai Pengguna anggaran (PA),
Kepala SKPD merupakan Pejabat Pemegang kewenangan
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok
dan fungsi SKPD yangdipimpinnya.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Pengguna Anggaran Kepala SKPDberwenang:
a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban Anggaran Belanja;
b. Melakukan Pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;
c. Menggunakan barang milik daerah;
d. Mengawasi pelaksanaan anggaran;




(3)

(4)

(6)

(7)

(8)

(9)

e. Mengadakan Ikatan/Perjanjian kerjasama dengan
pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

f. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).

Dalam melaksanakan tugas-tugas pejabat pengguna

anggaran (Kepala SKPD) dapat melimpahkan sebagian

kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD
selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Pejabat yang

diberi kuasa untuk melaksanakan Sebagian kewenangan

pengguna anggaran dalam melaksanakan Sebagian tugas
dan fungsiSKPD.

Pelimpahan sebagian kewenangan pengguna anggaran

tersebut ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala

SKPD,berdasarkan:

a. Pertimbangan besaran anggaran kegiatan

b. Besaran jumlah uang yang dikelola

c. Beban Kerja

e. Lokasi

f. Rentang Kendali

g. Dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Pelimpahansebagiankewenangantersebutmeliputi:

a. Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja;

b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;

c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
Pembayaran,;

d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan
pihak lain dalam batas anggaran yang
telahditetapkan.\

e. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah.

f. Menandatangani Surat Perintah membayar langsung
(SPM-LS) dan Surat Perintah membayar Tambah Uang
Persediaan (SPM-TU)

g. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang
dipimpinnya

h. Melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran
lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh
pejabat pengguna anggaran.

Pelimpahan Pengguna Anggaran (PA) ke Kuasa Pengguna

Anggaran (KPA) dapat dilaksanakan apabila Bidang

menangani Belanja Modal dengan Batas Nilai Pagu

Anggaran minimal senilai Rp.20.000.000.000,-(Dua puluh

milyar rupiah),kecuali Kelurahan,Puskesmas,RSUD,dan

SMP.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA} mempertanggung

jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pengguna

anggaran.

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran memiliki

tugas dalam proses pengadaan barang dan jasa meliputi:

a. Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan




(1)

(2)

(4)

b. Menetapkan Pejabat Pembuat
Komitmen,Panitia/Pejabat Pengadaan,Panitia/Pejabat
Penerima Hasil Pekerjaan.

c. Menetapkan paket pengadaan Barang/Pekerjaan
Kontruksi/Jasa lainnya diatas Rp.100.000.000.000.-
(seratus milyar rupiah).

d. Menetapkan paket pengadaan Jasa Konsultasi diatas
Rp.10.000.000.000,-(Sepuluh milyar rupiah).

Pasal 4

Dalam rangka pengadaan barang/jasa Pengguna

Anggaran dapat bertindak sebagai Pejabat Pembuat

Komitmen.

Pengguna Anggaran /Pengguna Barang dalam

melaksanakan tugas-tugas sebagai Pejabat Pembuat

Komitmen dapat melimpahkan sebagian kewenangannya

kepada Kepala Unit Kerja pada SKPD selaku Kuasa

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, atau

Pejabat/staf yang mempunyai Sertifikat Pengadaan

Barangdan Jasa sesuai perundang- undangan yang

berlaku.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merupakan pejabat

yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk

mengambil keputusandan/atau Tindakan yang dapat
mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran
pendapatan dan belanja daerah.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas meliputi:

a. Menyusun dan menetap kanrencana pelaksanaan
pengadaan barang/jasa.

b. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa
meliputi spesifikasi teknis, rincian harga perkiraan
sendiri (HPS) dan rancangan kontrak.

c. Menyetujui bukti pembelian serta menandatangani
bukti kwitansi, surat perintah kerja, dan surat
Perjanjian.

d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia
barang/jasa

e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak

f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan
barang/jasa kepada PA/KPA.

g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa
kepada KPA.

h. Melaporkan kemajuan pekerjaan, termasuk penyerapan
anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada
PA/KPA.

i. Mengusulkan kepada PA/KPA terkait perubahan paket
pekerjaan,perubahan jadwal kegiatan.



(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(2)

(3)

Pasal 5

Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD,Kepala SKPD

menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha

keuangan pada SKPD sebagai Pejabat Penatausahaan

Keuangan SKPD (PPK-SKPD).

PPK-SKPD dijabat oleh eselon III atau Eselon IV.

PPK-SKPD bertugas untuk:

a. Melakukan verifikasi  SPP-UP, SPP-GU,SPP-
tu, dan SPP-LS beserta bukti
kelengkapannya vyang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran.

b. Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM).

c. Melakukan verifikasi laporan pertanggung jawaban
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

d. Melaksanakan Fungsi AkuntansiSKPD

e. Menyusun Laporan Keuangan SKPD.

Dalam hal Pengguna Anggaran (PA) melimpahkan sebagian

kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

karena pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal

3 ayat (5),Pengguna Anggaran (PA ) menetapkan PPK unit

untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada

unit SKPD.

PPK unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

mempunyai tugas:

a. Melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti
kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran Pembantu.

b. Menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS berdasarkan SPP-TU
dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran
Pembantu.

c. Melakukan verifikasi Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendaharan
Pengeluaran Pembantu.

d. Menyiapkan/menyusun LK BLUD  (Puskesmas
danRSUD)

PPK unit SKPD dijabat oleh Eselon IV atau Pejabat

Fungsional Umum.

Pasal 6

Untuk melaksanakan program dan kegiatan Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk pejabat
pada unit kerja SKPD selaku Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK).

Penunjukan Pejabat  tersebut  didasarkan pada
pertimbangan kompetensi jabatan,anggaran
kegiatan,beban kerja,lokasi dan/atau tentang kendali dan
pertimbangan objektif lainnya.

PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada
pengguna anggaran,sedang PPTK yang ditunjuk oleh kuasa
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(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

pengguna anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan

tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran.

PPTK dijabat oleh eselon III, apabila tidak ada dapat

menunjuk pejabat lain sesuai dengan keputusan PA/KPA

PPTK mempunyai tugas berikut:

a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan

b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan

c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban
pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Dokumen Anggaran tersebut mencakup dokumen

administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang

terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7
Bendahara penerimaan SKPD bertugas untuk menerima,
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan

mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan dalam

rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

padaayat (1) bendahara penerimaan SKPD berwenang:

a. Menerima penerimaan yang bersumber dari
pendapatan asli daerah;

b. Menyimpan seluruhpenerimaan;

c. Menyetorkan penerimaan yang  diterima dari
pihak ketiga kerekening kas umum daerah paling
lambat 1 hari kerja;

d. Khusus untuk wilayah Kecamatan Karimunjawa
penyetoran penerimaan yang diterima dari pihak ketiga
kerekening kas umum daerah paling lambat 7 hari
kerja;

e. Mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang
diterima melalui Bank.

Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya

kepada KPA, Kepala Daerah dapat menetapkan Bendahara

Penerimaan pembantu pada unit kerja SKPD yang

bersangkutan

Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud

padaayat (3) memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan

lingkup penugasan yang ditetapkan Kepala Daerah.

Dalam hal Bendahara Penerimaan berhalangan,maka:

a. Apabila melebihi 3(tiga) hari sampai selama-
lamanyal(satu) bulan, bendahara penerimaan tersebut
wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang
ditunjuk untuk melakukan penyetoran dan tugas-tugas
bendahara penerimaan atas tanggung jawab bendahara
penerimaan yang bersangkutan dengan diketahui
kepala SKPD;

b. Apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selam-lamanya
3 (tiga) bulan, harusditunjuk pejabat Bendahara
penerimaan dan diadakan berita acara serah terima;
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(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

c. Apabila Bendahara Penerimaan sesudah 3 (tiga) bulan
belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap
yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau
berhenti dari jabatan sebagai Bendahara Penerimaan
dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya.

Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat

menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara

Penerimaan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan

PendapatanDaerah.

Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melaksanakan tugas

dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang
ditetapkan kepala SKPD.

Tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan

pertanggung jawaban bendahara penerimaan SKPD dan

bendahara  penerimaan  pembantu SKPD serta
penyampaiannya tercantum dalam Lampiran Peraturan

Bupati ini.

Pasal 8

Bendahara penerimaan PPKD bertugas untuk

menatausahakan dan mempertanggung- jawabkan seluruh

penerimaan pendapatan PPKD dalam rangka pelaksanaan

APBD.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) bendahara penerimaan PPKD berwenang untuk

mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang
diterima melalui Bank.

Atas pertimbangan efisiensi dan efektifitas ,tugas dan
wewenang bendahara penerimaan PPKD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dirangkap oleh
Bendahara Umum Daerah.

Tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan
pertanggung-jawaban bendahara penerimaan PPKD serta
penyampaiannya tercantum dalam Lampiran II Peraturan
Bupati ini.

Pasal 9

Bendahara pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima,

menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan

mempertanggung jawabkan pengeluaran uang dalam
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) bendahara pengeluaran SKPD berwenang:

a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan
SPPUP/GU/TU dan SPP-LS;

b. Menerima dan menyimpan uang persediaan;

c. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang
dikelolanya;

d. Menolak perintah bayar dari Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan;
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(8) Tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan
pertanggung-jawaban bendahara pengeluaran SKPD dan
bendahara  pengeluaran pembantu SKPD serta
penyampaiannya tercantum dalam Lampiran III Peraturan
Bupati ini.

Pasal 10

(1) Bendahara Umum Daerah wajib menyampaikan laporan
atas pengelolaan uang yang terdapat dalam
kewenangannya.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. Laporan Posisi Kas Harian
b. Rekonsiliasi Bank

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
kepada Kepala Daerah setiap hari kerja.

(4) Tatacara penyusunan laporan Bendahara Umum Daerah
tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,semua ketentuan
yang berkaitan dengan petunjuk tata cara administrasi
bendahara daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dan mencabut
Peraturan Bupati Jepara Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung
Jawaban Bendahara serta Penyampaiannya .

Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya
dalam berita daerah Kabupaten Jepara

Ditetapkan di Jepara,

Pada tanggal 28 Desember 24020
BUPATI JEPARA,

[

DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara

Pada tanggal 28 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

s

EDY SUJATMIKO
BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 74
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(3)

(4)

(5)

(7)

e. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS
yang diberikan oleh PPTK;

f. Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang
diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak
memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

Dalam hal pengguna anggaran melimpahkan sebagian

kewenangannya kepada kuasa pengguna anggaran,

ditunjuk bendahara pengeluaran pembantu SKPD untuk
melaksanakan sebagian tugas dan wewenang bendahara
pengeluaran SKPD.

Untuk melaksanakan sebagian tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) bendahara pengeluaran pembantu

SKPD berwewenang:

a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan
SPP-TU dan SPP-LS;

b. Menerima dan menyimpan uang persediaan yang
berasal dari Tambahan Uang dan/atau pelimpahan UP
dari bendahara pengeluaran;

c. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang
dikelolanya;

d. Menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran
yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;

e. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS
yang diberikan oleh PPTK;

f. Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang
diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak
memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

Dalam hal Bendahara Pengeluaran berhalangan maka:

a. Apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1
(satu) bulan,bendahara pengeluaran tersebut wajib
memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk
untuk melakukan penyetoran dan tugas-tugas
bendahara pengeluaran atas tanggung jawab
bendahara pengeluaran yang bersangkutan dengan
diketahui kepala SKPD.

b. Apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya
3 (tiga) bulan harus ditunjuk pejabat bendahara
pengeluaran dan diadakan berita acara serah terima.

c. Apabila bendahara pengeluaran sesudah 3 (tiga) bulan,
belum juga dapat melaksanakan tugas maka dianggap
yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau
berhenti dari jabatan sebagai bendahara pengeluaran
dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya.

Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat

menetapkan pegawai yangbertugas membantu Bendahara

Pengeluaran untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan

belanja daerah.

Pegawai yang betugas membantu Bendahara Pengeluaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (6),melaksanakan tugas

dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang di

tetapkan Kepala SKPD.
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LAMPIRANI :
PERATURAN BUPATIJEPARA
NOMOR . L4 TAHUN,. 2020

TANGGAL :28 DESEMBER 2020

PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BENDAHARA
PENERIMAAN SKPD DAN
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU SKPD
BENDAHARA PENERIMAAN SKPD

1. PENATAUSAHAAN PENERIMAANPENDAPATAN
Bendahara penerimaan SKPD menerima pembayaran sejumlah uang
yangtertera pada Surat Ketetapan Pajak (SKP) daerah dan/atau Surat
Ketetapan Retribusi (SKR) dan/atau dokumen lain yang
dipersamakan dengan SKP/SKR dari wajib pajak dan/atau wajib
retribusi dan/atau pihak ketiga yang berada dalam pengurusannya.
Bendahara penerimaan SKPD mempunyai kewajiban untuk
melakukan pemeriksaaan kesesuaian antara jumlah uang dengan
jumlah yang telah ditetapkan. Bendahara penerimaan SKPD
kemudian membuat Surat Tanda Bukti Pembayaran/bukti lain yang
sah untuk diberikan kepada wajib pajak/wajib retribusi.
a. Batas Waktu Penyetoran Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Bendahara Penerima atau Bendahara Penerima
Pembantu atau petugas pemungut wajib menyetor
seluruh penerimaan PAD ke Kas Umum Daerah.

2. Penyetoran sebagai mana tersebut diatas dilakukan
selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja
dengan menggunakan formulir Surat Tanda Setoran
(STS).

3. Format dokumen Surat Ketetapan Pajak (SKP) daerah,
Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dibuat sesuai dengan
ketentuan perundangan yang berlaku.

Dikecualikan dari ketentuan diatas dengan mempertimbangkan:

1. Berdasarkan jarak menuju ke tempatpenyetoran Kriteria
berdasarkan jarak adalah jarak ke tempat penyetoran
melebihi 25 km (dua puluh lima kilometer). Penyetoran
sebagaimana dimaksud diatas dilakukan 1 (satu) hari
kerja berikutnya.

2. Berdasarkan Kondisi Geografis Kriteria berdasarkan
kondisi geografis adalah kondisi wilayah yang terisolir,
kepulauan dan cukup sulit dijangkau khususnya
Kecamatan Karimunjawa. Penyetoran sebagaimana
dimaksud diatas dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja berikutnya.

3. Berdasarkan nominal Penerimaan PAD Kriteria
berdasarkan besaran nominal penerimaan sebagaimana
dimaksud adalah nilai nominal dibawah Rp.300.000,-
(tiga ratus ribu rupiah) perhari. Penyetoran sebagaimana
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dimaksud diatas dapat dilakukan paling lambat 1 (satu)
hari kerja berikutnya.

4, Berdasarkan penerimaan PAD padahari libur Kriteria
berdasarkan penerimaan PAD pada hari libur adalah hari
libur yang diatur sesuai ketentuan perundang-undangan
yang berlaku. Penyetoran sebagaimana dimaksud diatas
dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

5. Berdasarkan penerimaan PAD melalui Bank yang
ditunjuk Kriteria berdasarkan penerimaan PAD melalui
Bank yang ditunjuk adalah penerimaan PAD yang
disetorkan melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah
Daerah. Bank yang ditunjuk tersebut wajib menyetorkan
atau memindah bukukan penerimaan PAD ke KasUmum
Daerah. Ketentuan penerimaan PAD,penyetoran atau
pemindah bukuan ke Kas Umum Daerah diatur lebih
lanjut dengan peraturan atau perjanjian kerjasama.

2. PEMBUKUAN PENERIMAANPENDAPATAN

Pembukuan pendapatanoleh bendahara penerimaan
menggunakan Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara
Penerimaan. Dalam melakukan pembukuan tersebut, bendahara
penerimaan menggunakan dokumen-dokumen tertentu sebagai
dasar pencatatan antara lain:

1. Surat Tanda Bukti Pembayaran

2. Nota Kredit

3. Bukti Penerimaan Yang Sah,dan

4, Surat TandaSetoran
Daftar STS yang dibuat oleh bendahara penerimaan di

dokumentasikan

dalam Register STS.

Prosedur pembukuan dapat dikembangkan dalam 3 (tiga) prosedur,
antara lain:
a. Pembukuanataspendapatanyangdibayartunai.
b. Pembukuan atas pendapatan yang dibayar melalui
rekening bendahara penerimaan.
¢. Pembukuan atas pendapatan yang dibayar melalui Kas
Umum Daerah. Bagian ini akan menjelaskan tata cara
pembukuan atas ketiga prosedur tersebut.
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PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA BUKU PENERIMAAN
DAN PENYETORAN BENDAHARA PENERIMAAN

BEPD i
Periode :.......c...
Penerimaan Penyetoran
o, Cara Kode Kat,
Tql. No.Bukti Pembayaran | Rekening Uralan | Jumlah | Tgl. No.STS | Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1"

Jumlah Penerimaan
Jumlah yang disetorkan :.................
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan.:.....
Terdiri atas:

a.Tunai sebesar.................

b.Bank sebesar.................

U R
Mengetahui/Menyetujui:
Jepara,tanggal................
Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan
(TandaTangan) (TandaTangan)
(Nama Jelas) (Nama Jelas)
PURRY e i v nont s ppanies WP, . ccicsmninininiivi

Cara Pengisian:

.U‘:".“FQ!“

.

8.
9.
10.

Judul di isi dengan nama SKPD yang bersangkutan dan Periode
Kolom 1 di isi dengan nomor urut

Kolom 2 di isi dengan tanggal penerimaan

Kolom 3 di isi dengan nomor bukti penerimaan

Kolom 4 di isi dengan cara pembayaran : melalui kas bendahara,
penerimaan ,bank ,atau melalui kas umum daerah

Kolom 5 di isi dengan detail kode rekening pendapatan asli daerah
Kolom 6 di isi dengan uraian pendapatan sesuai dengan kode
rekening

Kolom 7 di isi dengan jumlah pendapatan asli daerah

Kolom 8 di isi dengan tanggal penyetoran

Kolom 9 di isi dengan Nomor STS
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11.
12.
13.
14.

15.

16.

Kolom10 di isi dengan jumlah uang yang disetor

Kolom11di isi dengan Keterangan jika diperlukan

Jumlah penerimaan di isi dengan total jumlah pendapatan selama
1 bulan*

Jumlah disetorkan adalah jumlah total penyetoran pendapatan
selama 1 bulan*

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan di isi dengan sisa kas yang
masih dipegang oleh bendahara penerimaan baik dalam bentuk kas
tunai,simpanan dibank,atau pun lainnya*

Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan
dan Pengguna Anggaran disertai nama jelas”

* Di isi hanya pada saat penutupan diakhir bulan untuk keperluan
penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

REGISTERSTS
SKPDI.II‘!I‘"'
TAHUN ANGGARAN
BendaharaPenerimaan: ............
No. [No. STS | Tanggal [ Kode Rekening | Uraian | Jumlah Penyetor | Ket.
e 3 4 5 6 7 8
Mengetahui/Menyetujui: . .
tanggal...............
Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan
(TandaTangan) (TandaTangan)
(Nama.Jelas) (NamadJelas)
NIP.... AW iiviisiiviiiiive

Cara Pengisian:

&

ol o

bl el

Judul di isi dengan nama SKPD yang bersangkutan,tahun anggaran
dan Nama Bendahara Penerimaan

Kolom 1 di isi dengan nomor urut

Kolom 2 di isi dengan nomor STS

Kolom 3di isi dengan tanggal STS

Kolom 4 di isi Kode Rekening pendapatan yang disetorkan ke
rekening Kas Umum Daerah.Dalam satu STS bisa terdiri dari
beberapa pendapatan.

Kolom 5 di isi dengan uraian pendapatan

Kolom 6 di isi dengan jumlah pendapatan yang disetorkan

Kolom 7 di isi dengan nama penyetor)\

Kolom 8di isi dengan Keterangan jika diperlukan

.Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan

dan Pengguna Anggaran disertai nama jelas*

*Di isi hanya pada saat penutupan diakhir bulan untuk keperluan
penyusunan Laporan Pertanggung jawaban BendaharaPenerimaan
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a. Pembukuan atas Pendapatan Secara Tunai

Proses pencatatan yang dilakukan dimulai dari saat bendahara
penerimaan menerima pembayaran tunai dari wajib pajak atau wajib
retribusi. Apabila pembayaran menggunakan cek/giro,maka
pencatatan dilakukan ketika cek tersebut diuangkan bukan pada saat
cek tersebut diterima.Selanjutnya pencatatan dilakukan padasaat
bendahara penerimaan menyetorkan pendapatan yang diterimanya
kerekening kas umum daerah.

Pencatatan dilakukan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran
Bendahara Penerimaan pada saat penerimaan dan pada saat
penyetoran.

Langkah-langkah pembukuan pada saat penerimaan tunai adalah

sebagai berikut:

1. Berdasarkan Bukti Penerimaan/Bukti Lain Yang Sah,bendahara
penerimaan mengisi Buku Penerimaan dan Penyetoran pada bagian
penerimaan kolom tanggal dan kolom nomor bukti.Setelah itu
bendahara penerimaan mengisi kolom cara pembayaran dengan
pembayarantunai.

2. Kemudian bendahara penerimaan mengidentifikasi jenis dan kode
rekening pendapatan .Lalu bendahara penerimaan mengisi kolom
kode rekening.

3. Bendahara penerimaan mencatat nilai transaksi pada kolom
jumlah.

Langkah-langkah pembukuan pada saat penyetoran adalah sebagai

berikut:

1. Bendahara penerimaan membuat STS dan melakukan penyetoran
pendapatan yang diterimanya ke rekening kas umum daerah.

2. Bendahara penerimaan mencatat penyetoran ke kas umum daerah
pada buku penerimaan dan penyetoran bendahara penerimaan
pada bagian penyetoran kolom Tanggal,No.STS dan Jumlah
Penyetoran.

Selain pembukuan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara
Penerimaan, bendahara penerimaan mengisi register STS.

Berikut adalah bagan alir yang menggambarkan proses Pembukuan
Penerimaan dan Penyetoran atas Penerimaan Secara Tunai
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A.1 Pencatatan Penerimaan Tunai

Uraian

Bendahara Penerimaan

1. Bendahara penerimaan
menyiapkan Surat Tanda
Bukti Pembayaran/Bukti
Lain Yang Sah

2. Berdasarkan Dokumen
Bukti Pembayaran/ Bukti
Lain Yang Sah Tersebut,
Bendahara Penerimaan

melakukan Pengisian
Buku Penerimaan dan
Penyetoran Bendahara

Penerimaan pada bagian
penerimaan. Kolom yang
diisi ialah no. bukti,
tanggal transaksi, cara

pembayaran, kode
rekening, uraian dan
jumlah.

3. Hasil dari penatausahaan
ini adalah buku
penerimaan dan
penyetoran Bendahara
Penerimaan yang sudah
terupdate

Proses Penerimaan
Tunai

Surat Tanda Bukti
Pembayaran/Bukti Lain
Yang Sah

Melakukan Pengisian
buku penerimaan dan
penyetoran bendahara

penerimaan

Buku Penerimaan dan
Penyetoran
BendaharaPenerimaan
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A.2. Pencatatan atas Penyetoran Penerimaan Tunai
Uraian Bendahara Penerimaan

Proses Penyetoran
penerimaan tunai ke kas
umum daerah

Surat Tanda Setoran

1. Bendahara penerimaan
menyiapkan bukti surat
tanda setoran ke rekening
kas umum daerah.

2. Berdasarkan STS tersebut, Melakukan Pengisian
Bendahara Penerimaan Buku Penerimaan dan
mengisi Buku Penerimaan Penvustnran
dan Penyetoran

Bendahara  Penerimaan
pada bagian Penyetoran
Kolom Tanggal, No. STS
dan Jumlah Penyetoran

Melakukan Pengisian
register STS

3. Kemudian Bendahara
Penerimaan mengisi
register STS.

4. Hasil dari penatausahaan

ini adalah Buku

Penerimaan dan

Penyetoran Bendahara Register STS

Penerimaan dan register Buku Penerimaan dan

STS yang sudah ter update Penyetoran
BendaharaPenerimaan

b. Pembukuan atas Pendapatan Melalui Rekening Bank Bendahara
Penerimaan

Wajib pajak/wajib retribusi dapat melakukan pembayaran melalui
rekening bendahara penerimaan. Dalam kondisi tersebut, pencatatan
dilakukan saat bendahara penerimaan menerima informasi dari bank
mengenai adanya penerimaan pendapatan pada rekening bendahara
penerimaan hingga penyetorannya.
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Pencatatan dilakukan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran
Bendahara Penerimaan pada saat penerimaan dan pada saat
penyetoran.

Langkah-langkah dalam membukukan penerimaan yang diterima di
rekening bank bendahara penerimaan adalah sebagai berikut:

1.

Bendahara penerimaan menerima pemberitahuan dari bank
(pemberitahuan tergantung dari mekanisme yang digunakan)
mengenai adanya penerimaan di rekening bendahara penerimaan.
Berdasarkan info tersebut dan info pembayaran dari wajib
pajak/retribusi (bisa berupa slip setoran atau bukti lain yang sah),
bendahara penerimaan melakukan verifikasi dan rekonsiliasi atas
penerimaan tersebut.

Setelah melakukan verifikasi dan mengetahui asal penerimaan,
bendahara penerimaan mencatat penerimaan di Buku Penerimaan
dan Penyetoran pada bagian penerimaan kolom no. Bukti, kolom
tanggal dan kolom cara pembayaran. Pada kolom cara pembayaran
diisi dengan pembayaran melalui rekening bendahara penerimaan.
Kemudian bendahara penerimaan mengisi kolom kode rekening
sesuai dengan jenis pendapatan yang diterima. Setelah itu
bendahara mengisi kolom jumlah sesuai dengan jumlah
penerimaan yang didapat.

Langkah-langkah dalam membukukan penyetoran ke rekening kas
umum daerah atas penerimaan pendapatan melalui rekening bank
bendahara penerimaan adalah sebagai berikut:

. Bendahara penerimaan membuat STS dan melakukan penyetoran

pendapatan yang diterimanya dengan cara transfer melalui
rekening bank bendahara penerimaan ke rekening kas umum
daerah.

Bendahara penerimaan mencatat penyetoran ke kas umum daerah
pada buku penerimaan dan penyetoran bendahara penerimaan
pada bagian penyetoran pada kolom Tanggal, No. STS dan Jumlah
Penyetoran. Selain pembukuan pada Buku Penerimaan dan
Penyetoran Bendahara Penerimaan, bendahara penerimaan
mengisi register STS. Berikut adalah bagan alir yang
menggambarkan proses Pembukuan Penerimaan dan Penyetoran
atas Penerimaan melalui rekening bendahara penerimaan.
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B.1. Pembukuan Penerimaan Melalui Rekening Bank Bendahara

Penerimaan
Uraian Bendahara Penerimaan
; Proses Penerimaan di
1. Bendahara penerimaan
menyiapkan — Bank ber\dahara
kredit/informasi lainnya R
mengenai adanya v
penerimaan di rekening Surat Tanda Bukti
bank A bendahara pembayaran/Bukti
PEREGHARAL. Lain Yang Sah

2. Bendahara Penerimaan

melakukan pengisian &
Buku Penerimaan dan Melakukan Pengisian
Penyetoran pada bagian Buku Penerimaan dan
Penerimaan. Penyetoran

3. Hasil dari penatausahaan 1
ini adalah Buku
Penerimaan dan Buku Penerimaan dan
Penyetoran yang sudah Penyetoran
terupdate
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B.2. Penyetoran Penerimaan di Rekening Bendahara Penerimaan ke
Kas Umum Daerah

Uraian Bendahara Penerimaan

1. Bendahara penerimaan
menyiapkan bukti surat Proses Penyetoran
tanda setoran ke rekening Penerimaan ke kas
kas umum daerah dan umum daerah
nota kredit yang l
dikeluarkan oleh bank.

' Surat Tanda Setoran
Nota Kredit

2. Berdasarkan STS dan nota \—I/’—
kredit tersebut, bendahara
penerimaan mengisi Buku Melakukan Pengisian
Penerimaan dan Buku Penerimaan dan
Penyetoran. Penyetoran

3. Kemudian bendahara .
Ezn;asrtlgasa{‘lsmenglsl Buku Melakukan Pengisian

& J Register STS

4, Hasil dari penatausahaan 1
ini adalah Buku :
Pensiiniasn A | Buku Penerimaan dan
Penyetoran serta Register Register STS
STS yang sudah terupdate . —

c. Pembukuan atas Pendapatan Melalui Rekening Kas Umum Daerah

Wajib pajak/wajib retribusi dapat melakukan pembayaran secara
langsung melalui rekening kas umum daerah. Pencatatan dilakukan
saat bendahara penerimaan menerima informasi BUD mengenai
adanya penerimaan pendapatan pada rekening kas umum daerah.

Pencatatan dilakukan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran
Bendahara Penerimaan.

Langkah-langkah dalam membukukan penerimaan yang diterima
langsung di rekening bank Kas Umum Daerah adalah sebagai berikut:

1. Bendahara penerimaan menerima slip setoran/bukti lain yang sah
dari wajib pajak/retribusi atas pembayaran yang mereka lakukan
ke kas umum daerah.

2. Berdasarkan slip setoran/bukti lainnya, bendahara penerimaan
mencatat penerimaan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran
pada bagian penerimaan.

3. Lalu berdasarkan slip setoran/bukti lainnya, bendahara
penerimaan juga mencatat penyetoran pada Buku Penerimaan dan
Penyetoran pada bagian penyetoran. Berikut adalah bagan alir
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yang menggambarkan proses Pembukuan Penerimaan dan
Penyetoran pendapatan melalui rekening kas umum daerah

C. Penerimaan di Rekening Kas Umum Daerah

2. Berdasarkan slip

3. Berdasarkan slip

4. Hasil akhir dari proses ini

Uraian Bendahara Penerimaan
1. Bendahara Penerimaan
menerima slip Proses Penerimaan di
setoran/bukti lain yang kas umum daerah

sah dari penyetoran
melalui rekening kas
umum daerah. +

Slip Setoran/Bukti Lain
yang sah

setoran/bukti lain yang
sah Bendahara
Penerimaan  mencatat Melakukan Pengisian
penerimaan di Rekening Buku Penerimaan dan
kas umum daerah itu pada Penyetoran
Buku Penerimaan dan
Penyetoran pada bagian
Penerimaan.

setoran/bukti lain yang
sah ini juga Bendahara
Penerimaan mencatat
penyetoran ke Rekening
kas umum daerah itu pada
Buku Penerimaan dan
Penyetoran pada bagian
Penyetoran.

Melakukan Pengisian
Buku Penerimaan dan

Buku Penerimaan dan
Penyetoran Penyetoran

adalah Buku Penerimaan
dan Penyetoran yang
sudah terupdate

3.PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENYAMPAIANNYA

A.

Pertanggungjawaban Administratif

Bendahara penerimaan SKPD wajib mempertanggungjawabkan
pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya secara
administratif kepada Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD paling
lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.

Laporan pertanggungjawaban (LPJ) bendahara penerimaan
merupakan penggabungan dengan LPJ bendahara penerimaan
pembantu dan memuat informasi tentang rekapitulasi
penerimaan, penyetoran dan saldo kas yang ada di bendahara. LPJ
tersebut dilampiri dengan:
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a. Buku Penerimaan dan Penyetoran yang telah ditutup pada akhir
bulan berkenaan
b. Register STS
c. Bukti penerimaan yang sah dan lengkap
d. Pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu
Langkah-langkah penyusunan dan penyampaian pertanggung
jawaban bendahara penerimaan SKPD adalah sebagai berikut:.

1. Bendahara penerimaan menerima pertanggungjawaban yang
dibuat oleh bendahara penerimaan pembantu paling lambat
tanggal 5 bulan berikutnya.

2. Bendahara penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi dan
analisis kebenaran pertanggungjawaban yang disampaikan
oleh bendahara penerimaan pembantu.

3. Bendahara penerimaan menggunakan data
pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu yang
telah diverifikasi dalam proses pembuatan laporan
pertanggungjawaban bendahara penerimaan yang merupakan
gabungan dengan laporan pertanggung-jawaban bendahara
pembantu.

4. Bendahara penerimaan memberikan Laporan
Pertanggungjawaban kepada PA/KPA melalui PPK SKPD.

5. Atas Pertanggungjawaban yang disampaikan oleh bendahara
penerimaan, maka PPK SKPD akan melakukan verifikasi
kebenaran terhadap Laporan Pertanggungjawaban tersebut.

6. Apabila disetujui, maka Pengguna Anggaran akan
menandatangani Laporan Pertanggungjawaban (administratif)
sebagai bentuk pengesahan. Pertanggungjawaban
administratif pada bulan terakhir tahun anggaran
disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut.
Format dokumen pertanggungjawaban adalah sebagai berikut:

Pertanggungjawaban administratif pada bulan terakhir tahun
anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan

tersebut. .

Format dokumen pertanggungjawaban adalah sebagai berikut:

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ADMINISTRATIF

BENDAHARA PENERIMAAN

SKPD

PERIODE

A.Penerimaan Rp. ....
1. Tunai melalui bendahara penerimaan. Rp. ..
2. Tunai melalui bendahara penerimaan pembantu Rp .......
3. Melalui ke rekening bendahara penerimaan |5 R
4. Melalui ke rekening kas umum daerah Rp. i
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B.Jumlah penerimaan yang harus disetorkan (A1+A2+A3) Rp. ......

C.Jumlah penyetoran Rp. s
D.Saldo Kas di Bendahara Rp. .....

1. Bendahara Penerimaan Rp. coviinanens
2. Bendahara Penerimaan Pembantu ...... BB iivoericiaves Oy
Bendahara Penerimaan Pembantu ...... - P—_——Ci
dat ...... Rp. oo
Menyetujui: csusniniing CNANEIORL «vvovnninvoneas
Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan
(Tanda Tangan) (Tanda Tangan)

(Nama Jelas) (Nama Jelas)

NIP. NIP.

Pertanggungjawaban Fungsional

Bendahara penerimaan SKPD juga menyampaikan

pertanggungjawaban secara fungsional kepada PPKD paling

lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya menggunakan format

LPJ yang sama dengan pertanggungjawaban administratif. LPJ

fungsional ini dilampiri dengan:

a. Buku Penerimaan dan Penyetoran yang telah ditutup pada
akhir bulan berkenaan

b. Register STS

c. Register STS Pertanggungjawaban bendahara penerimaan
pembantu

Langkah-langkah penyusunan dan penyampaian
pertanggungjawaban bendahara penerimaan SKPD adalah sebagai
berikut:

1. Bendahara penerimaan menerima pertanggungjawaban yang
dibuat oleh bendahara penerimaan pembantu paling lambat
tanggal 5 bulan berikutnya.

2. Bendahara penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi dan
analisis kebenaran pertanggungjawaban yang disampaikan oleh
bendahara penerimaan pembantu.

3. Bendahara penerimaan menggunakan data
pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu yang
telah diverifikasi dalam proses pembuatan laporan
pertanggungjawaban bendahara penerimaan yang merupakan
gabungan dengan laporan pertanggungjawaban bendahara
pembantu.

4. Bendahara dapat menyempurnakan laporannya apabila
terdapat masukan dari PPK SKPD ketika melakukan verifikasi
atas pertanggungjawaban administratif.

5. Bendahara penerimaan menyerahkan 1 (satu) lembar laporan
pertanggungjawaban  kepada  PPKD sebagai bentuk
pertanggungjawaban fungsional paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya.
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6. PPKD kemudian melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis
dalam rangka rekonsiliasi pendapatan. Pertanggungjawaban
fungsional pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan
paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut.

Pertanggungjawaban fungsional pada bulan terakhir tahun
anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan
tersebut.

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN FUNGSIONAL
BENDAHARA PENERIMAAN

SKPD

PERIODE

A. Penerimaan Rp. .ueee

Tunai melalui bendahara penerimaan.Rp. ......

Tunai melalui bendahara penerimaan pembantu Rp. .......
Melalui ke rekening bendahara penerimaan Rp. .............
Melalui ke rekening kas umum daerah Rp. ..

ik

B. Jumlah penerimaan yang harus disetorkan (A1+A2+A3) Rp.
C. Jumlah penyetoran Rp. .....
D. Saldo Kas di Bendahara RP. cess

1. Bendahara Penerimaan Rp. .............

2. Bendahara Penerimaan Pembantu Rp. .............

3. Bendahara Penerimaan Pembantu Rp. .............

4, dst...... RB: snrsinsiinia
Menyetujui: .. o EREERL «.cvonionniones
Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan
(Tanda Tangan) (Tanda Tangan)

(Nama Jelas) (Nama Jelas)
NIP.... NIP.....

28



3.Penyampaian Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan

an fungsional kpd
PPKD

Pertanggung
- jawaban

\

Uraian PPKD | Pengguna | PPK Bendahara | Bendahara
Anggran SKPD | Penerimaan | Penerimaan
Pembantu
1. Berdasarkan .
Pertanggung Pc?rtanggung Pertanggungjawaba
jawaban bendahara jawa ban n Bendahara
penerimaan Bendahara Peneri- maan
pembantu, Buku Penerimaan Pembantu
Penerimaan  dan Pembantu
Penyetoran yang L
telah ditutup pada
akhir bulan serta Bukti-bukti
Register STS,
bergldahara wegabh
penerimaan Register STS
membuat
Pertanggung u
jawaban Bendahara Penerimaan
Penerimaan dan
Penyetoran
2. Bendahara Bendahara
penerimaan Penerimaan
menyerahkan
Pertanggung
jawaban bendahara
penerimaan ke
Pengguna Anggaran Pertanggung
melalui PPK SKPD. RPN - jawaban
Eenda.hara Bendahara
3. PPK SKPD Rhe-. Penerimaan
melakukan L
verifikasi atas l
Pertang- /\
gl_.mgjawgban yang Apakah
disampaikan dan disetuf
kemudian Tidak
memberikan  kpd
Pengguna Anggaran
untuk diotorisasi YA
4.Bendahara PTIWBN PTIWBN
Penerimaan gendahara | Bendahara
menyerahkan Penerimaan Penerimaan
pertanggungjawab Penerimaan

Bendahara |e
Penerimaan

—
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1.B.BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU SKPD
1. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PENDAPATAN

Bendahara penerimaan pembantu SKPD menerima pembayaran
sejumlah uang yang tertera pada Surat Ketetapan Pajak (SKP)
daerah dan/atau Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan/atau
dokumen lain yang dipersamakan dengan SKP/SKR dari wajib
pajak dan/atau wajib retribusi dan/atau pihak ketiga yang berada
dalam pengurusannya. Bendahara penerimaan pembantu SKPD
mempunyai kewajiban untuk melakukan pemeriksaaan kesesuaian
antara jumlah uang dengan jumlah yang telah ditetapkan.
Bendahara penerimaan pembantu SKPD kemudian membuaSurat
Tanda Bukti Pembayaran/bukti lain yang sah untuk diberikan
kepada wajib pajak/wajib retribusi. Setiap penerimaan yang
diterima oleh bendahara penerimaan pembantu SKPD harus disetor
ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja
berikutnya dengan menggunakan formulir Surat Tanda Setoran
(STS). Format dokumen Surat Ketetapan Pajak (sKP) daerah, Surat
Ketetapan Retribusi (SKR) dan Surat Tanda Setoran (sTs) dibuat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

2. PEMBUKUAN PENDAPATAN
Pembukuan pendapatan oleh bendahara penerimaan pembantu
menggunakan Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara
Penerimaan Pembantu.

Dalam melakukan pembukuantersebut, bendahara
penerimaan pembantu  menggunakan  dokumen-dokumen
tertentu sebagai dasar pencatatan antara lain:

1. Surat Tanda Bukti Pembayaran

2. Bukti Penerimaan Yang Sah, dan

3. Surat Tanda Setoran

Daftar STS yang dibuat oleh bendahara penerimaan pembantu
didokumentasikan dalam Register STS

Khusus bendahara penerimaan pembantu ada satu prosedur
pembukuan penerimaan dan cara pembayaran yang dilakukan oleh
wajib pajak atau wajib retribusi. Prosedur tersebut adalah
pembukuan atas pendapatan yang dilakukan secara tunai.
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PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA BUKU
PENERIMAAN /PENYETORAN BENDAHARA PENERIMAAN

PEMBANTU
SKPD :...ceeen.
Periode : ............
Penerimaan Penyetoran
No. Cara Kode Ket.
Tgl. | No.Bukti Pembayaran | Rekening Uralan | Jumlah | Tgl. | No.STS Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Jumlah Penerimaan

Jumlah yang disetorkan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan
Terdiri atas:

a. Tunai sebesar ..........cceeuus

b. Bank sebesar ........c..cee...

C.LAINNYA .....cciciimivnsiasisinie
Mengetahui: = ... , tanggal ...............
Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan Pembantu
(Tanda Tangan) (Tanda Tangan)
(Nama Jelas) (Nama Jelas)
NIP. NIP.

Cara Pengisian:

1. Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan dan tahun
anggaran
Kolom 1 diisi dengan nomor urut
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan
Kolom 3 diisi dengan nomor bukti penerimaan
Kolom 4 diisi dengan cara pembayaran melalui kas bendahara
penerimaan pembantu.
Kolom 5 diisi dengan detail kode rekening pendapatan asli
daerah
7. Kolom 6 diisi dengan uraian pendapatan
8. Kolom 7 diisi dengan jumlah penerimaan asli daerah
9. Kolom 8 diisi dengan tanggal penyetoran
10. Kolom 9 diisi dengan Nomor STS
11. Kolom 10 diisi dengan jumlah uang yang disetor
12. Kolom 11 diisi dengan Keterangan jika diperlukan
13. Jumlah penerimaan diisi dengan total jumlah penerimaan
pendapatan selama 1 bulan*
14. Jumlah disetorkan adalah total jumlah penyetoran pendapatan
selama 1 bulan*
15. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Pembantu diisi dengan
sisa kas yang masih di pegang oleh bendahara penerimaan
31
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pembantu baik dalam bentuk kas tunai, tabungan ataupun
lainnya*

16. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara
Penerimaan Pembantu dan diketahui PA/KPA disertai nama
jelas*

*Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan
penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan
Pembantu.

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
REGISTER STS
SKPD ...........
TAHUN ANGGARAN ......cconvnmnnnnn

Bendahara Peneriman Pembantu: ........ ——

No. No. §TS Tanggal |Kode Rekening | Uralan | Jumlah Penyetor Keterangan
1 2 3 & 5 6 7 8
Mengetahui: .. , tanggal ......
Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan Pembantu
(Tanda Tangan) (Tanda Tangan)
(Nama Jelas) (Nama Jelas)
NIP. NIP.

Cara Pengisian:

1. Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan dan tahuN
anggaran dan Nama Bendahara Penerimaan Pembantu

Kolom 1 diisi dengan nomor urut

Kolom 2 diisi dengan nomor STS

Kolom 3 diisi dengan tanggal STS

Kolom 4 diisi Kode Rekening pendapatan yang disetorkan ke
kasda. Dalam satu STS bisa terdiri dari beberapa pendapatan
Kolom 5 diisi uraian pendapatan

Kolom 6 diisi dengan jumlah pendapatan yang disetorkan
Kolom 7 diisi dengan nama penyetor

Kolom 8 diisi Keterangan jika diperlukan

Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan
Pembantu dan di ketahui PA/KPA disertai nama jelas*®

Lol ol

SoeNo
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*Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan
penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan
Pembantu

Proses pencatatan yang dilakukan dimulai dari saat bendahara
penerimaan pembantu menerima pembayaran tunai dari wajib pajak
atau wajib retribusi. Apabila pembayaran menggunakan cek/giro,
maka pencatatan dilakukan ketika cek tersebut diuangkan bukan
pada saat cek tersebut diterima. Sedangkan pencatatan transaksi
penyetoran dilakukan pada saat bendahara penerimaan pembantu
menyetorkan pendapatan yang diterimanya ke rekening kas umum

daerah.

Pencatatan dilakukan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran
Bendahara Penerimaan pada saat penerimaan dan pada saat
penyetoran.

Langkah-langkah pembukuan pada saat penerimaan tunai adalah

sebagai berikut:

1. Berdasarkan Bukti Penerimaan/Bukti Lain Yang Sah, bendahara
penerimaan pembantu mengisi Buku Penerimaan dan Penyetoran
pada bagian penerimaan kolom tanggal dan kolom nomor bukti.
Setelah itu Bendahara penerimaan pembantu mengisi kolom cara
pembayaran dengan pembayaran tunai.

2. Kemudian bendahara penerimaan pembantu mengidentifikasi
jenis dan kode rekening pendapatan. Lalu bendahara penerimaan
pembantu mengisi kolom kode rekening.

3. Bendahara penerimaan pembantu mencatat nilai transaksi pada
kolom jumlah.

Langkah-langkah pembukuan pada saat penyetoran adalah sebagai

berikut:

1. Bendahara penerimaan pembantu membuat STS dan melakukan
penyetoran pendapatan yang diterimanya ke rekening kas umum
daerah.

2. Bendahara penerimaan pembantu mencatat penyetoran ke kas
umum daerah pada buku penerimaan dan penyetoran bendahara
penerimaan pembantu pada bagian penyetoran kolom Tanggal, No.
STS dan Jumlah Penyetoran.

Selain pembukuan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran
Bendahara Penerimaan, bendahara penerimaan mengisi register STS.
Berikut adalah bagan alir yang menggambarkan proses Pembukuan
Penerimaan dan Penyetoran atas Penerimaan Secara Tunai
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2.1. Pembukuan atas Penerimaan Tunai

Uraian

Bendahara Penerimaan Pembantu

1.

Bendahara penerimaan
pembantu menyiapkan
Surat Tanda Bukti
Pembayaran / Bukti Lain
yang Sah

Berdasarkan Surat Tanda
Bukti Pembayaran / Bukti
Lain Yang Sah tersebut,
Bendahara Penerimaan
Pembantu melakukan
pengisian Buku
Penerimaan / Penyetoran
Bendahara Penerimaan
pada bagian penerimaan.
Kolom yang diisi ialah no.
Bukti. Tanggal transaksi,
carapembayaran, kode
rekening, wuraian dan
jumlah

. Hasil dari penatausahaan

ini adalah Buku

Penerimaan dan
Penyetoran Bendahara
Penerimaan Pembantu

yang sudah terupdate

Proses Penerimaan
Tunai

L

Surat Tanda Bukti
Pembayaran /
Bukti Lain Yang

..--""'""-_—_

e S

L

Melakukan Pengisian
Buku Penerimaan dan
Penyetoran bendahara
penerimaan pembantu

v

Buku Penerimaan
dan Penyetoran
Bendahara
Penerimaan
Pembantu

\//_—l
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2.2. Pembukuan atas Penyetoran Penerimaan Tunai

Uraian Bendahara Penerimaan Pembantu
1. Bendahara penerimaan
pembantu  menyiapkan Proses Penyetoran
Surat Tanda Bukti Penerimaan Tunai
Pembayaran/Bukti Lain ke kas umum daerah
yang Sah
2. Berdasarkan STS dan nota Surat Tanda
kredit, bendahara Setoran .
penerimaan pembantu
mengisi Buku Penerimaan l
dan Penyetoran
Bendahara Penerimaan Melakukan
pada Bagian Penyetoran Pengisian Buku
Kolom Tanggal, No. STS Penerimaan dan
dan jumlah Penyetoran
3. Kemudian bendahara
penerimaan pembantu y
mengisi register STS Melakukan
Pengisian Register
4. Hasil dari penatausahaan STS
ini adalah Buku
Penerimaan dan +
Penyetoran Bendahara :
Penerimaan Pembantu Register STS
dan register SPP yang Buku Penerimaan
sudah terupdate dan Penyetoran
Bendahara
Penerimaan
\_/-

3.PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENYAMPAIANNYA

Bendahara  penerimaan pembantu SKPD  menyampaikan
pertanggungjawaban kepada bendahara penerimaan paling lambat
pada tanggal 5 bulan berikutnya. Pertanggungjawaban ini berupa
Buku Penerimaan dan Penyetoran yang telah dilakukan penutupan
pada akhir bulan, dilampiri dengan:
a. Register STS
b. Bukti penerimaan yang sah dan lengkap
Pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu pada
bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat 5
hari kerja sebelum hari kerja terakhir bulan tersebut.

Langkah-langkah dalam membuat dan menyampaikan

pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu adalah
sebagai berikut:

35



1. Bendahara penerimaan pembantu melakukan penutupan Buku
Penerimaan dan Penyetoran, melakukan perhitungan total
penerimaan, total penyetoran dan sisa kas yang dipegang
olehnya.

2. Bendahara penerimaan pembantu menyiapkan register STS dan
bukti-bukti penerimaan yang sah dan lengkap.

3. Bendahara penerimaan pembantu menyampaikan Buku
Penerimaan dan Penyetoran yang telah dilakukan penutupan
dilampiri dengan Register STS dan bukti penerimaan yang sah
dan lengkap kepada bendahara penerimaan SKPD, paling
lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Berikut adalah bagan alir yang menggambarkan proses penyusunan

dan penyampaian pertanggungjawaban bendahara penerimaan
pembantu SKPD.
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| 3. Penyampaian Pertanggun

iawaban Bendahara Penerimaan Pembantu

Bendahara penerimaan

pembantu akan
dijadikan dokumen
dalam melakukan

Pertanggungjawa- ban di
bendahara penerimaan

Pertanggung
- jawaban

Bendahara

Uraian PPKD | Pengguna | PPK Bendahara | Bendahara
Anggran | SKPD |Penerimaan | Penerimaan
Pembantu
1. Berdasarkan Buku , _
Pene-rimaan dan Bl
Penyetoran yang telah yang sah
ditutup pada  akhir PR
bulan, Register STS dab "
bukti-bukti pengeluar- ks
an yang sah, bendahara
penerimaan pembantu Buku
membuat SPJ Bendaha- Penerimain
ra Penerimaan dan
Pembantu Penvetoran
2. Bendahara penerimaan
pembantu memberikan
Pertanggung jawaban Pertanggung Pg;t::gbg;nn
penerimaannya ke - jawaban - glendahara
bendahara penerimaan Bendahara Bt
paling lambat tanggal 5 Penerimaan Pagibastil
bulan berikutnya
3. Bendahara penerimaan
melakukan proses Apakah
verifikasi, evaluasi dan < disetujui >—»TIDAK
analisis
4.Pertanggungja- waban Y
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LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR : ..74..TAHUN.2020.
TANGGAL : .28 DESEMBER 2020

.........................

PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN PPKD

1. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PPKD

Penerimaan yang dikelola PPKD dapat berupa pendapatan dana
perimbangan, pendapatan lain- lain yang sah, dan pembiayaan
penerimaan. Penerimaan-penerimaan tersebut diterima secara
langsung di Kas Umum Daerah. Berdasarkan penerimaan tersebut,
Bank membuat Nota Kredit yang memuat informasi tentang
penerimaan tersebut, baik berupa informasi pengiriman, jumlah
rupiah maupun kode rekening yang terkait. Bendahara penerimaan
wajib mendapatkan nota kredit tersebut melalui mekanisme yang
telah ditetapkan.

2. PEMBUKUAN PENERIMAAN PPKD

Pembukuan Pendapatan oleh bendahara penerimaan PPKD
menggunakan Buku Penerimaan Pendapatan PPKD.

Dalam melakukan pembukuan tersebut, bendahara penerimaan
PPKD menggunakan dokumen- dokumen tertentu sebagai dasar
pencatatan, antara lain:

1. Nota Kredit

2. Bukti Penerimaan Lainnya Yang Sah

Pembukuan Pendapatan PPKD dimulai dari saat bendahara
penerimaan PPKD menerima informasi dari BUD/Kuasa BUD
mengenai adanya penerimaan di rekening kas umum daerah.
Langkah- langkah pencatatannya adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Nota kredit atau Bukti Penerimaan Lain yang sah,
bendahara penerimaan PPKD Buku Penerimaan PPKD pada
bagian penerimaan kolom tanggal dan kolom nomor bukti.

2. Kemudian bendahara penerimaan PPKD mengidentifikasi jenis
dan kode rekening pendapatan.

3. Bendahara penerimaan PPKD mencatat nilai transaksi pada
kolom jumlah.

Berikut adalah format Buku Penerimaan PPKD dan bagan alir yang
menggambarkan proses Pembukuan Penerimaan pendapatan PPKD.
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PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
BUKU PENERIMAAN PPKD
BENDAHARA PENERIMAAN PPKD

Kode Bukti | Kode
Nomor | Tanggal Kredit Lain | Rekening Uraian Jumlah | Keterangan
1 2 3 & 5 7 B8
Jumlah bulan ini
Jumlah s/d bulan lalu
Jumlah Akhir
Menyetujui: e ytangmal .........coc0n
PPKD Bendahara Penerimaan PPKD
(Tanda Tangan) (Tanda Tangan)
(Nama Jelas) (Nama Jelas)
NIP. NIP.

Cara Pengisian:

WK -

=

11.

12.

WO W

. Kolom 1 diisi dengan nomor urut

. Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan

. Kolom 3 diisi dengan nomor nota kredit penerimaan

. Kolom 4 diisi dengan nomor bukti lain apa bila tidak menggunakan
nota kredit

. Kolom 5 diisi dengan kode rekening pendapatan

. Kolom 6 diisi dengan uraian pendapatan

. Kolom 7 diisi dengan jumlah pendapatan

. Kolom 8 diisi dengan keterangan jika diperlukan

. Jumlah bulan ini adalah total penerimaan selama satu bulan*

.Jumlah sampai dengan bulan lalu adalah saldo pendapatan
sampai dengan bulan lalu*

Jumlah akhir adalah jumlah antara jumlah bulan ini ditambah

jumlah sampai dengan bulan lalu*

Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan
PPKD dan PPKD disertai nama jelas*

*Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan

penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Penerimaan PPKD.
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1.Pembukuan Penerimaan PPKD

Uraian Bendahara Penerimaan PPKD

1. Bendahara penerimaan
PPKD nmenerima Nota Proses Penerimaan di kas
Kredit/bukti lain yang sah umum daerah yang telah
dari penyetoran melalui diatur dalam PerKDH

rekening kas daerah mengenai system dan
prosedur pengelolaan

keuangan daerah

Nota Kredit/Bukti
Lain vang sah

2. Berdasarkan Nota
Kredit/bukti lain yang sah
Bendahara Penerimaan
PPKD mencatat
penerimaan di Rekening
kas umum daerah itu pada
Buku Penerimaan PPKD

Melakukan
Pengisian Buku
Penerimaan PPKD

3. Hasil akhir dari proses ini Buku Penerimaan
adalah Buku Pendapatan PPKD
PPKD

3. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENYAMPAIANNYA

Bendahara penerimaan PPKDmempertanggungjawabkan
pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya kepada
PPKDpaling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
Pertanggungjawaban tersebut berupa Buku Penerimaan PPKDyang
telah dilakukan penutupan pada akhir bulan, dilampiri dengan
bukti-bukti pendukung yang sah dan lengkap.

Langkah-langkah penyusunan dan penyampaian
pertanggungjawaban bendahara penerimaan PPKDadalah sebagai
berikut:

1. Bendahara penerimaan PPKDmelakukan penutupan Buku
Penerimaan PPKDdan melakukan rekapitulasi perhitungan.

2. Bendahara penerimaan PPKDbukti-bukti penerimaan yang sah
dan lengkap.

3. Bendahara penerimaan PPKDmenyampaikan Buku Penerimaan
PPKD yang telah dilakukan penutupan dilampiri dengan bukti
penerimaan yang sah dan lengkap kepada PPKD, paling lambat
tanggal 10 bulan berikutnya

Berikut adalah bagan alir yang menggambarkan proses penyusunan

dan penyampaian pertanggungjawaban bendahara penerimaan
PPKD.
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2. Penyampaian Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan PPKD

bentuk persetujuan

URAIAN PPKD Fungsi Bendahara
Verifikasi Penerimaan
PPKD
1. Berdasarkan Buku
Pendapatan PPKD Buku
dan Bukti Pendapatan
penerimaan yang Buku
sah Bendahara Penerimaan
Penerimaan PPKD
yang sah
menyusun Pertang-
gungjawabannya
2.Bendahara Pertanggungja Pertanggungjaw
Penerimaan PPKD w aban ab an
menyerahkan Bendahara Bendahara
Pertanggungjawaban Penerimaan Penerimaan
bendahara PPKD PPKD
penerimaan PPKD \/_ \/
kepada fungsi
verifikasi PPKD l
3. Dilakukan proses Vz:ic;;f : Si
verifikasi, evaluasi :
dan analisis untuk FEIEnERg.
mendapatkan ik
R bendahara
pendapatan PPKD i vl
yang sinkron dan 4
kredibel
Pertanggungj
4. PPKD melakukan awab an
menandatangani Pertalnggu Bendahara
pertanggungjawaban NBI3" B penerimaan
bendahara Waban PPKD
penerimaan sebagai | Bendahara \/
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LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR :.74..TAHUN.2Q20
TANGGAL : .28..DESEMBER..2020

PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
PENGELUARAN SKPD
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU SKPD

1.A.BENDAHARA PENGELUARAN SKPD

1. PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SFPP).
Bendahara pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran
(SPP) dalam rangka melaksanakan belanja. Dalam hal ini bendahara
pengeluaran menyusun dokumen SPP yang dapat berupa:

a) Uang Persediaan (UP)

o Kepada setiap SKPD dapat diberikan Uang Persediaan yang
dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.

¢ Untuk membantu pengelolaan uang persediaan, Kepala
SKPD dapat mengusulkan Bendahara Pengeluaran
Pembantu kepada Bupati yang bertugas sebagai pemegang
uang muka. Dalam pelaksanaan tugasnya bendahara
pengeluaran pembantu bertanggung jawab kepada
bendahara pengeluaran.

¢ Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran
menerbitkan SPM-UP berdasarkan DPA-SKPD atas
permintaan bendahara pengeluaran yang dibebankan pada
pos belanja yang bersangkutan.

¢ Berdasarkan SPM-UP BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2D
untuk rekening bendahara pengeluaran yang ditunjuk
dalam SPM - UP.

¢ Penggunaan Uang Persediaan menjadi tanggung jawab
bendahara pengeluaran.

e Bendahara pengeluaran melakukan pengisian kembali
Uang Persediaan dimaksud digunakan (revolving)
sepanjang masih tersedia dana dalam DPA- SKPD.

e Bagi bendahara pengeluaran yang dibantu bendahara
pengeluaran pembantu, dalam mengajukan SPM Uang
Persediaan diwajibkan melampirkan daftar rincian yang
menyatakan jumlah uang yang dikelola oleh masing-
masing bendahara pengeluaran pembantu.

e Sisa Uang Persediaan yang masih ada pada bendahara
pengeluaran pada akhir tahun anggaran harus disetor
kembali ke rekening kas daerah selambat- lambatnya
tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Setoran
sisa Uang Persediaan dimaksud, oleh Bendahara Umum
Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah dibukukan
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sebagai pengembalian Uang Persediaan sesuai pos belanja
yang ditetapkan.
Uang Persediaan dapat diberikan dalam batas-batas
sebagai berikut:

a.

Uang Persediaan dapat diberikan untuk pengeluaran-

pengeluaran: belanja barang dan jasa operasional

kantor sehari-hari, belanja pemeliharaan, belanja
perjalanan dinas.

Diluar ketentuan pada butir a, dapat diberikan

pengecualian oleh Bendahara Umum Daerah/kuasa

Bendahara Umum Daerah.

Uang Persediaan dapat diberikan setinggi-tingginya:

1) 1/12 (satu per duabelas) dari pagu DPA-SKPD
menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk
diberikan Uang Persediaan, maksimal Rp
50.000.000,- {lima puluh juta rupiah) untuk pagu
sampai dengan Rp 900.000.000, (sembilan ratus
juta rupiah);

2) 1/18 (satu per delapan belas) dari pagu DPA-SKPD
menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk
diberikan Uang Persediaan, maksimal Rp
100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pagu
sampai dengan Rp 2.400.000.000, (dua milyar
empat ratus juta rupiah);

3) 1/24 (satu per duapuluh empat) dari pagu DPA-
SKPD menurut klasifikasi belanja yang diijinkan
untuk diberikan Uang Persediaan, maksimal Rp
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pagu
diatas Rp 2.400.000.000 (dua milyar empat ratus
juta rupiah) sampai dengan Rp 6.000.000.000,-
(enam milyar rupiah);

4) 1/30 (satu per tiga puluh) dari pagu DPA-SKPD
menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk
diberikan Uang Persediaan, maksimal Rp
400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk pagu
diatas Rp 6.000.000.000 (enam milyar rupiah);

Perubahan besaran Uang Persediaan pada butir c

ditetapkan oleh Bupati.

Pengisian kembali Uang Persediaan sebagaimana pada

butir ¢ dapat diberikan apabila dana Uang Persediaan

telah dipergunakan sekurang- kurangnya 60 % dari
dana Uang Persediaan yang diterima.

Dalam hal penggunaan Uang Persediaan belum

mencapai 60%, sedangkan SKPD yang bersangkutan

memerlukan pendanaan sisa dana yang tersedia, SKPD
dimaksud dapat mengajukan Tambahan Uang

Persediaan.

Pemberian Tambahan Uang Persediaan diatur sebagai

berikut:

1) BUD/Kuasa BUD dapat memberikan Tambahan

Uang Persediaan sampai dengan jumlah Rp
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400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk
klasifikasi belanja yang diperbolehkan diberi Uang
Persediaan.

2) Permintaan Tambahan Uang Persediaan diatas Rp
400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk
klasifikasi belanja yang diperbolehkan diberi Uang
Persediaan harus mendapat Persetujuan dari Kepala
BPKAD sebagai BUD.

+ Syarat untuk mengajukan Tambahan Uang Persediaan:

a. Untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak
/ tidak dapat ditunda;

b. Digunakan paling lama satu bulan sejak tanggal
SP2D diterbitkan;

c. Apabila tidak habis digunakan dalam satu bulan sisa
dana yang ada pada bendahara, harus disetor ke
rekening kas daerah.

d. Apabila ketentuan pada butir ¢ tidak dipenuhi
kepada SKPD yang bersangkutan tidak dapat lagi
diberikan Tambahan Uang Persediaan sepanjang sisa
tahun anggaran yang bersangkutan;

e. Pengecualian terhadap butir d diputuskan oleh
Bupati berdasarkan usul Kepala BPKAD selaku BUD.

o+ Dalam mengajukan permintaan Tambahan Uang
Persediaan bendahara pengeluaran wajib menyampaikan

a. Rincian rencana penggunaan dana untuk kebutuhan
mendesak dan riil serta rincian sisa dana dalam DPA-
SKPD yang dimintakan Tambahan Uang Persediaan.

b. Rekening koran yang menunjukkan saldo akhir.

c. Surat pernyataan bahwa kegiatan yang dibiayai
tersebut tidak dapat dilaksanakan/dibayar melalui
penerbitan SPM-LS.

« Penggantian Uang Persediaan, diajukan ke BUD / Kuasa
BUD dengan SPM- Ganti Uang Persediaan, dilampiri
surat pernyataan tanggungjawab belanja dan fotokopi
Surat Setoran Pajak (SSP) yang dilegalisir oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa PA atau pejabat yang ditunjuk, untuk
transaksi yang menurut ketentuan harus dipungut PPN
dan PPh.
e Pembayaran yang dapat dilakukan oleh bendahara
kepada satu rekanan tidak boleh melebihi Rp 50.000.000
(lima puluh juta rupiah) kecuali untuk pembayaran
honor.
b) Ganti Uang (GU)
¢) Tambah Uang (TU)
d) Langsung (LS}
+ LS untuk pembayaran Gaji & Tunjangan
* LS untuk pengadaan Barang dan Jasa
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Disamping membuat SPP Bendahara Pengeluaran juga membuat
register untuk SPP yang diajukan, SPM dan SP2D yang sudah
diterima oleh bendahara.

a.

SPP Uang Persediaan (UP)

Bendahara pengeluaran mengajukan SPP Uang Persediaan (UP)
setiap awal tahun anggaran setelah dikeluarkannya SK Kepala
Daerah tentang besaran UP. SPP-UP dipergunakan untuk
mengisi uang persediaan tiap-tiap SKPD. Pengajuan UP hanya
dilakukan sekali dalam setahun tanpa pembebanan pada kode
rekening tertentu.

Bendahara mempersiapkan dokumen-dokumen yang
diperlukan sebagai lampiran dalam pengajuan SPP UP, selain
dari dokumen SPP UP itu sendiri. Lampiran tersebut antara lain:
b) Surat Pernyataan Pengguna Anggaran

c) Lampiran lain yang diperlukan

Bendahara Pengeluaran SKPD dapat melimpahkan sebagian
uang persediaan yang dikelolanya kepada bendahara
pengeluaran pembantu SKPD untuk kelancaran pelaksanaan
kegiatan. Pelimpahan tersebut dilakukan berdasarkan
persetujuan pengguna anggaran.

SPP Ganti Uang Persediaan (GU)

Pada saat uang persediaan telah terpakai bendahara
pengeluaran dapat mengajukan SPP Ganti Uang Persediaan
(GU) dengan besaran sejumlah SPJ penggunaan uang
persediaan yang telah disahkan pada periode waktu tertentu.
SPP-GU tersebut dapat disampaikan untuk satu kegiatan
tertentu atau beberapa kegiatan sesuai dengan kebutuhan yang
ada.

Misal, suatu SKPD mendapatkan alokasi Uang Persediaan pada
tanggal 4 Januari sebesar Rp100.000.000. Pada tanggal 20
Januari telah terlaksana 2 (dua) kegiatan yang menghabiskan
uang UP sebesar Rp.80.000.000, maka SPP-GU yang diajukan
adalah sebesar Rp 80.000.000 dengan pembebanan pada kode
rekening belanja terkait kegiatan tersebut.

Bendahara mempersiapkan dokumen-dokumen yang
diperlukan sebagai lampiran dalam pengajuan SPP GU, selain
dari dokumen SPP GU itu sendiri. Lampiran tersebut antara
lain:

a) Surat Pernyataan Pengguna Anggaran

b) Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan

c) Bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah

d) Lampiran lain yang diperlukan

SPP Tambahan Uang {TU)

Apabila terdapat kebutuhan belanja yang sifatnya mendesak,
yang harus dikelola oleh bendahara pengeluaran, dan uang
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persediaan tidak mencukupi karena sudah direncanakan untuk
kegiatan yang lain, maka bendahara pengeluaran dapat
mengajukan SPP-TU. Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus
mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan
rincian kebutuhan dan waktu penggunaan. Jumlah dana yang
dimintakan dalam SPP-TU ini harus dipertanggungjawabkan
tersendiri dan bila tidak habis, harus disetorkan kembali.

Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1
(satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke rekening kas
umum daerah.

Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang

dikecualikan untuk:

a) kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan

b) kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah
ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali
PA/KPA;

Bendahara mempersiapkan dokumen-dokumen yang

diperlukan sebagai lampiran dalam pengajuan SPP TU, selain

dari dokumen SPP TU itu sendiri. Lampiran tersebut antara lain:

a) Salinan SPD

b) Surat Pernyataan Pengguna Anggaran

c) Surat Keterangan Penjelasan Keperluan Pengisian TU

d) Lampiran lain yang diperlukan.

SPP Langsung (LS)

SPP Langsung (SPP-LS); yang dipergunakan untuk pembayaran
langsung pada pihak ketiga dengan jumlah yang telah
ditetapkan. SPP-LS dapat dikelompokkan menjadi:

a. SPP-LS untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan

b. SPP-LS untuk pengadaan Barang dan Jasa

Bendahara mempersiapkan dokumen-dokumen yang
diperlukan sebagai lampiran dalam pengajuan SPP LS, selain
dari dokumen SPP LS itu sendiri. Lampirantersebut antara lain:

Untuk SPP-LS Gaji dan Tunjangan

a) Salinan SPD

b) Surat Pernyataan Pengguna Anggaran

c) Dokumen-Dokumen Pelengkap Daftar Gaji yang terdiri atas:

e pembayaran gaji induk;

e gaji susulan;

¢ kekurangan gaji;

e gaji terusan;

e uang duka wafat/tewas yang dilengkapi dengan daftar
gaji induk/gaji susulan/kekurangan gaji/uang duka
wafat/tewas;

o SK CPNS;
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SK PNS;

SK kenaikan pangkat;

SK jabatan;

kenaikan gaji berkala;

surat pernyataan pelantikan;

surat pernyataan masih menduduki jabatan;

surat pernyataan melaksanakan tugas;

daftar keluarga (KP4);

fotokopi surat nikah;

fotokopi akte kelahiran;

surat Keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP)
gaji;

daftar potongan sewa rumah dinas;

surat keterangan masih sekolah/kuliah;

surat pindah;,

surat kematian;

SSP PPh Pasal 21;

dan peraturan perundang-undangan mengenai
penghasilan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji
dan tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah.

d) Lampiran lain yang diperlukan

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

REGISTER SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS

SKPD FREFAEEEAAA SRR
Tanggal Nomor SPP Jumlah SPP
No. GUI | TU / L Urai
o " TU | Gaji ol e
NIHIL | NIHIL PEK
2 3 4 5 6 9

vsssaviiy SOEMERMY suisvvauienin
Bendahara Pengeluaran

(Tanda Tangan)
(Nama Jelas)

NIP.
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Cara Pengisian:

Aol

Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan

Kolom 1 diisi dengan nomor urut

Kolom 2 diisi dengan jenis pengeluaran dengan UP/GU/TU /LS
Kolom 3 diisi dengan tanggal pengajuan SPP

Kolom 4 diisi dengan Nomor SPP yang diajukan.

Kolom 5 diisi dengan tanggal penerbitan SPM terkait pengajuan
SPP pada kolom sebelumnya

7. Kolom 6 diisi dengan Nomor SPM yang diterbitkan

oo

10.
i 4
12.
13.

Kolom 7 diisi dengan tanggal penerbitan SP2D terkait dengan
penerbitan SPM pada kolom sebelumnya

Kolom 8 diisi dengan Nomor SP2D yang diterbitkan

Kolom 9 diisi dengan Uraian Pengajuan

Kolom 10 diisi dengan jumlah pencairan

Kolom 11 diisi dengan Keterangan yang diperlukan

Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran
disertai nama jelas

PEMBUKUAN BELANJA

A. Buku-Buku Yang Digunakan
Pembukuan Belanja oleh bendahara pengeluaran
menggunakan:
1. Buku Kas Umum (BKU}
2. Buku Pembantu BKU sesuai dengan kebutuhan seperti:

Buku Pembantu Kas Tunai;

Buku Pembantu Simpanan/Bank;

Buku Pembantu Panjar;

Buku Pembantu Pajak;

. Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja

3. SPJ Belanja Fungsional (BK-8)
Dalam pelaksanaannya, tidak semua dokumen pembukuan
digunakan secara bersamaan untuk membukukan satu
transaksi keuangan yang dilakukan oleh bendahara
pengeluaran. Buku apa saja yang digunakan untuk setiap
transaksi akan dijelaskan dalam bagian berikutnya.

°opoop

Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai dasar dalam

melakukan pembukuan adalah:

1. SP2D UP/GU/TU/LS

2. Bukti transaksi yang sah dan lengkap

3. Dokumen-dokumen pendukung lainnya sebagaimana
yang diatur dalam peraturan yang berlaku

Format BKU dan Buku Pembantunya adalah sebagai
berikut;
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PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN

SKPD : FEmEEsERREEREREEEEREERRRERS

Kode

Rekening Penerimaan | Pengeluaran Saldo

No. | Tanggal Uraian

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. ...............
Liisasssmmnissesns s ssaissaanyemes dengan huruf)
terdiri dari:

a. Tunai BD. e

b. Saldo Bank Rp. .cveeen.

c. Surat Berharga Rp. ........

Mengetahui: e , tanggal ........ccvenn
Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan
(Tanda Tangan) (Tanda Tangan)

(Nama Jelas) (Nama Jelas)

NIP. NIP.

Cara Pengisian:

1. Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan

2. Kolom No. diisi dengan nomor urut transaksi BKU Bendahara

Pengeluaran. (dimulai dari nomor 1 dan seterusnya). Nomor urut

yang digunakan adalah nomor urut per transaksi bukan per

pencatatan. Maksudnya apabila satu transaksi menghasilkan dua

atau lebih pencatatan, maka terhadap pencatatan kedua dan

seterusnya cukup menggunakan nomor urut transaksi yang

pertama kali dicatat

Kolom tanggal diisi dengan tanggal transaksi

4. Kolom uraian diisi dengan uraian transaksi

Kolom kode rekening diisi dengan nomor kode rekening. Kolom ini

diisi hanya untuk transaksi belanja

6. Kolom penerimaan diisi dengan jumlah rupiah transaksi
penerimaan

7. Kolom pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah transaksi

pengeluaran

Kolom saldo diisi dengan jumlah atau saldo akumulasi.

Kas di bendahara pengeluaran diisi nilai yang tercantum pada

kolom saldo pada saat penutupan akhir bulan. Kas di bendahara

pengeluaran dapat berupa kas tunai atau simpanan di Bank. *

10. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara

Pengeluaran dan Pengguna Anggaran disertai nama jelas. *

W

n

o
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*Diisi

hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan

penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
BENDAHARA PENGELUARAN

SKPD : ..........

Tanggal| No.BKU Uraian Penerimaan| Pengeluaran Saldo
Mengetahui: Seiieviie 5 Tangmal e
Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
(Tanda Tangan) (Tanda Tangan)

(Nama jelas) (Nama jelas)
NIP. NIP.

Cara Pengisian:

[y

s

® N o

Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan.

Kolom tanggal diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran
tunai bendahara pengeluaran

Kolom No. BKU diisi dengan nomor urut penerimaan atau
pengeluaran tunai pada BKU

Kolom uraian diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran
tunai

Kolom penerimaan diisi dengan jumlah rupiah penerimaan tunai
Kolom pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran tunai
Kolom saldo diisi dengan jumlah/saldo kas tunai

Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran
dan Pengguna Anggaran disertai nama jelas. *

Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan
penyusunan Laporan Pertanggung- jawaban Bendahara Pengeluara
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PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
BUKU PEMBANTU SIMPANAN/BANK
BENDAHARA PENGELUARAN

SKPD : ....cocnnene
No.
Tanggal Uraian Penerimaan| Pengeluaran Saldo

BKU
Mengetahui: cvwissess » TRORBARL oscvrorsess
Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
(Tanda Tangan) (Tanda Tangan)
(Nama jelas) (Nama jelas)
NIP. NIP.

Cara Pengisian:

1. Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan.

2.

3.

»

e B A

Kolom tanggal diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran
tunai bendahara pengeluaran

Kolom No. BKU diisi dengan nomor urut penerimaan atau
pengeluaran tunai pada BKU

Kolom uraian diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran
tunai

Kolom penerimaan diisi dengan jumlah rupiah penerimaan tunai
Kolom pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran tunai
Kolom saldo diisi dengan jumlah/saldo kas tunai

Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran
dan Pengguna Anggaran disertai nama jelas. *

Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan
penyusunan Laporan Pertanggung- jawaban Bendahara Pengeluaran
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PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
BUKU PEMBANTU PANJAR
BENDAHARA PENGELUARAN

SKPD : ......ccuuee
No.
Tanggal Uraian Penerimaan | Pengeluaran Saldo

BKU
Mengetahui: coveiniie 3 TRIUEERL cxsvuseconns
Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
(Tanda Tangan) (Tanda Tangan)
(Nama jelas) (Nama jelas)
NIP. NIP.

Cara Pengisian:

1

o

g N eh i

Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan.

Kolom tanggal diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran
tunai bendahara pengeluaran

Kolom No. BKU diisi dengan nomor urut penerimaan atau
pengeluaran tunai pada BKU

Kolom uraian diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran
tunai

Kolom penerimaan diisi dengan jumlah rupiah penerimaan tunai
Kolom pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran tunai
Kolom saldo diisi dengan jumlah/saldo kas tunai

Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran
dan Pengguna Anggaran disertai nama jelas. *

Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan
penyusunan Laporan Pertanggung- jawaban Bendahara Pengeluara
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PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
BUKU PEMBANTU PAJAK
BENDAHARA PENGELUARAN

SKPD : ............
No.
Tanggal Uraian Penerimaan| Pengeluaran Saldo

BKU
Mengetahui: EERU |1 .11 ERR—
Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
(Tanda Tangan) (Tanda Tangan)
(Nama jelas) (Nama jelas)
NIP. NIP.

Cara Pengisian:

1.

»

N>

Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan.

Kolom tanggal diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran
tunai bendahara pengeluaran

Kolom No. BKU diisi dengan nomor urut penerimaan atau
pengeluaran tunai pada BKU

Kolom uraian diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran
tunai

Kolom penerimaan diisi dengan jumlah rupiah penerimaan tunai
Kolom pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran tunai
Kolom saldo diisi dengan jumlah/saldo kas tunai

Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran
dan Pengguna Anggaran disertai nama jelas. *

Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan
penyusunan Laporan Pertanggung- jawaban Bendahara Pengeluara
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SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
BENDAHARA PENGELUARAN

Kode Rekening

Nama Rekening

: Rp.

Jumlah Anggaran (DPA) ........cccoeuueee

: Rp.

Jumlah Anggaran (DPPA) ............ceees

Tgl

NoBKU Uraian BelanjaLS | BelanjaTU Belanja UP/GU Saldo

Mengetahui: USRS 1 111~ | R
Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
(Tanda Tangan) (Tanda Tangan)

(Nama jelas) (Nama jelas)

NIP. NIP.

Cara Pengisian:

8

w N

i

Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan, kode
rekening, nama rekening, jumlah anggaran dan tahun anggaran

. Kolom tanggal diisi dengan tanggal transaksi pengeluaran

Kolom no. BKU diisi dengan nomor urut BKU Bendahara
Pengeluaran

Kolom uraian diisi dengan uraian belanja

Kolom belanja LS diisi dengan jumlah rupiah belanja
menggunakan SPP LS

Kolom belanja TU diisi dengan jumlah rupiah Dbelanja
menggunakan SPP TU

Kolom belanja UP/GU diisi dengan jumlah rupiah belanja
menggunakan SPP UP/GU

Kolom Jumlah diisi akumulasi dari setiap transaksi belanja
UP/GU, TU dan LS

Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran
dan Pengguna Anggaran disertai nama jelas.”

*Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan
penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
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B.Pembukuan Penerimaan SP2D UP/GU/TU

Pembukuan penerimaan SP2D UP/GU/TU merupakan proses
pencatatan transaksi penerimaan SP2D UP/GU ke dalam BKU dan
Buku pembantu yang terkait. Proses pembukuan dilakukan ketika
bendahara pengeluaran menerima SP2D UP/GU/TU dari
BUD/Kuasa BUD. Pencatatan dilakukan sebesar jumlah yang
tercantum di SP2D sebagai "penerimaan SP2D" di :

1. BKU pada kolom penerimaan.

2. Buku Pembantu Simpanan/Bank pada kolom penerimaan.

Bendahara pengeluaran dapat mencairkan UP/GU/TU yang terdapat
di bank. Pencatatan dilakukan sebesar jumlah yang dicairkan
sebagai "pergeseran uang" di:

1. BKU pada kolom pengeluaran

2. Buku Pembantu simpanan/Bank pada kolom pengeluaran

3. BKU pada kolom penerimaan

4. Buku Pembantu Kas pada kolom penerimaan

Apabila atas persetujuan Pengguna Anggaran, bendahara
pengeluaran melakukan pelimpahan uang persediaan ke bendahara
pengeluaran pembantu maka pencatatan dilakukan sebesar jumlah
yang dilimpahkan sebagai "pelimpahan UP" di :

1. BKU pada kolom pengeluaran

2. Buku Pembantu simpanan/bank pada kolom pengeluaran

Untuk keperluan pengendalian, bendahara pengeluaran dapat
membuat buku pembantu yang dioperasikan secara khusus untuk

memantau jumlah uang persediaan pada bendahara pembantu.

Berikut adalah bagan alir untuk menggambarkan prosedur di atas
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B.1. Penatausahaan Penerimaan SP2D UP/GU/TU

2. Bendahara pengeluaran
kemudian melakukan
proses Pengisian BKU
pada kolom penerimaan

3. Kemudian Bendahara
pengeluaran Melakukan
proses pengisian Buku
Pembantu Simpanan /
Bank pada Kolom
penerimaan

4. Hasil akhir proses ini
adalahBKU Dan Buku

Pembantu Simpanan/
Bank yang sudah
terupdate

Uraian Bendahara Pengeluaran
1. Bendahara  Pengeluaran
menerima SP2D Proses Penerbitan
UP/GU/TU SP2D UP/GU/TU

b
SP2D UP/GU/TU

[

Melakukan
pengisian BKU

Melakukan pengisian
Buku Pembantu
Simpanan/Bank

BKU

Buku
PembantuSimpanan/
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B.2 Pembukuan Pergeseran Dana dari Rekening Bank Bendahara
Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran

kolom penerimaan

6. Hasil dari proses ini adalah
BKU dan Buku Pembantu
BKU yang ter update

7. Bendahara  pengeluaran
kemudian melakukan
proses Pengisian BKU
pada kolom penerimaan

8. Kemudian Bendahara
pengeluaran  Melakukan
proses pengisian Buku
Pembantu Simpanan /
Bank pada Kolom
penerimaan

9. Hasil akhir proses ini
adalah BKU Dan Buku

Pembantu Simpanan/
Bank yang sudah
terupdate

Uraian Bendahara Pengeluaran
1. Bendahara  pengeluaran
menyiapkan bukti Proses Pergeseran
pergeseran dana Dana
2. Berdasarkan bukti \
tersebut, Bendahara | Bukti yang Sah
pengeluaran mencatat di —_—
BKU pada kolom
pengeluaran
) Melakukan
3. Berdasarkan bukti pengisian BKU Pada
tersebut, Bendaharg Kolom Pengeluaran
pengeluaran mencatat di
BKU pada kolom
penerimaan. Jumlah yang
dicatat = jumlah yang
dicatat pada kolom Melakukan
pengeluaran pengisian BKU
Pada Kolom
4. Kemudian Bendahara Penerimaan
Pengeluaran mencatat di
Buku Pembantu
Simpanan/Bank pada
kolom pengeluaran A
Melakukan
5. Selanjutnya Bendahara pengisian Buku
pengeluaran mencatat di Pembantu
buku pembantu kas pada Simpanan Bank

Melakukan
pengisian BKU
Pembantu Kas

BKU

Buku Pembantu
Simpanan/Bank

| Buku Pembantu
BKU
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C.

1)

Pengeluaran Pembantu

B.3. Pembukuan Pelimpahan Dana UP/GU ke Bendahara

Uraian Bendahara Bendahara
Pengeluaran Pengeluaran
Pembantu
1. Bendahara pengeluaran Binaes
melakukan transfer P
. ergeseran
dana ke rekening bank Dana
bendahara pengeluaran
pembantu Y
Buku Buku
Transfer Transfer
;_T/_— A - e
Melakukan
. Berdasarkanbukti Peneisian BKU
transer,bendahara l
pengeluaran mencatat Melakukan
di BKU - pada kolom | Pengisian Buku
pengeluaran Pembantu
Simpanan/Bank Melakukan
3. Bendahara pengeluaran Pengisian
mencatat di Buku Pem- BKU

bantu Simpanan/Bank 1

pada kolom pengeluaran Melakukan
Pengisian
4. Bendahara pengeluaran Buku
pembantu mencatat Pembantu
penel‘imaan dl BKU Simpanan/B
ank
5. Bendahara pengeluaran
pembantu mencatat
penerimaan di Buku
Pembantu Simpanan/ BKU
Bank
Buku Pembantu Buku Pembantu
6. Hasil dari proses ini Simpanan/Bank Simpanan/Bank

adalah BKU pembantu
dan Buku Pembantu
BKU yang ter update

Pembukuan Belanja menggunakan Uang Persediaan

Dalam proses Dbelanja menggunakan uang  persediaan,
terdapatkemungkinan 2 (dua) cara bagi bendahara pengeluaran
dalam melakukan pembayaran. Pertama, bendahara pengeluaran
melakukan pembayaran tanpa melalui panjar. Kedua, bendahara
pengeluaran melakukan pembayaran melalui panjar terlebih dahulu
kepada PPTK.

Pembukuan pembayaran belanja tanpa melalui uang panjar Proses
pembukuan dimulai ketika Bendahara pengeluaran membayarkan
sejumlah uang atas belanja yang telah dilakukan. Pembayaran dapat
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saja menggunakan uang yang ada di rekening bank bendahara
pengeluaran.

Berdasarkan bukti-bukti belanja yang disiapkan oleh PPTK,
bendahara melakukan pembayaran. Atas pembayaran tersebut,
bendahara pengeluaran melakukan pembukuan sebesar nilai belanja
bruto sebagai "belanja” di:

1. BKU pada kolom pengeluaran.

2. Buku Pembantu Kas pada kolom pengeluaran.

3. Buku Pembantu Rincian Obyek pada kolom UP/GU, TU.

Jika pembayaran dilakukan dengan transfer dari rekening bank,
bendahara pengeluaran melakukan pembukuan sebesar nilai belanja
bruto sebagai "belanja" di:

1. BKU pada kolom pengeluaran.

2. Buku Pembantu Simpanan/Bank pada kolom pengeluaran.

3. Buku Pembantu Rincian Obyek pada kolom UP/GU, TU.

Apabila bendahara pengeluaran melakukan pungutan pajak atas
transaksi belanja di atas, bendahara pengeluaran melakukan
pembukuan sebesar jumlah pajak yang dipotong sebagai
“pemotongan PPh/PPN" di:

1. BKU pada kolom penerimaan.

2. Buku Pembantu Pajak pada kolom penerimaan.

Ketika bendahara pengeluaran penyetoran atas pungutan pajak,
bendahara pengeluaran melakukan pembukuan sebesar jumlah
pajak yang disetorkan sebagai "setoran PPh/PPN" di:

1. BKU pada kolom pengeluaran.

2. Buku Pembantu Pajak pada kolom pengeluaran.
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B.3.2. Pembukuan Belanja UP/GU/TU - Rekening Bank Bendahara

Pengeluaran

Uraian

Bendahara Pengeluaran

1. Bendahara pengeluaran
menyiapkan bukti belanja
dan bukti pembayaran yang
terkait

2. Bendahara pengeluaran
kemudian melakukan
proses Pengisian BKU pada
kolom pengeluaran

3. Bendahara pengeluaran
melakukan proses
pengisian Buku Pembantu
Simpanan/Bank pada
kolom pengeluaran

4. Kemudian Bendahara
pengeluaran melakukan
proses pengisian buku
pembantu rincian obyek
belanja.

5. Hasil akhir dari proses ini
adalah BKU dan Buku
Pembantu BKU yang sudah
ter update

Proses Belanja
UP/GU/TU

A

Buku Belania I

Bukti Pembayaran
ey i

Melakukan
pengisian BKU

Melakukan
pengisian Buku
Pembantu
Simpanan/Bank

Melakukan
pengisian Buku
Pembantu rincian
obyek belanja

BKU

Buku Pembantu
Simpanan/Bank

Buku Pembantu
Rincian Objek
Belanja
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C.1.2. Pembukuan Belanja UP/GU/TU -Bendahara Pengeluaran

Uraian Bendahara Pengeluaran
1. Bendahara pengeluaran
menyiapkan bukti belanja Proses Belanja
dan bukti pembayaran UP/GU/TU
yang terkait
\
Buku Belanija
Bukti Pembayaran
o e
2. Bendahara pengeluaran
kemudian melakukan Melakukan
proses Pengisian BKU pada pengisian BKU
kolom pengeluaran
3. Bendahara pengeluaran Melakukan
melakukan proses pengisian Buku
pengisian Buku Pembantu Pembantu
Simpanan/Bank pada Simpanan/Bank
kolom pengeluaran
4. Kemmudian Bendahara Melakukan
pengeluaran melakukan pengisian Buku
proses pengisian buku Pembantu rincian
pembantu rincian obyek obyek belanja
belanja.
5. Hasil akhir dari proses ini
adalah BKU dan Buku | SRy
Pembantu BKU yang sudah Buku Pembantu
ter update Simpanan/Bank
Buku Pembantu
Rincian Objek
Belanja
\_/’_

2) Pembukuan belanja melalui uang panjar

Pembukuan atas uang panjar merupakan proses pencatatan
pemberian uang panjar ke PPTK termasuk didalamnya pencatatan
atas pertanggungjawaban yang diberikan oleh PPTK untuk uang
panjar yang diterimanya.
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Proses pembukuan dimulai ketika Bendahara Pengeluaran
memberikan uang panjar kepada PPTK untuk melaksanakan
kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan Nota
Pencairan Dana (NPD), memo persetujuan PA/KPA, serta bukti
pengeluaran uang/bukti lainnya yang sah, Bendahara Pengeluaran
mencatat pemberian uang panjar sebesar uang yang diberikan di:

1. BKU pada kolom pengeluaran

2. Buku Pembantu Kas Tunai pada kolom pengeluaran

3. Buku Pembantu Panjar pada kolom pengeluaran

Apabila pemberian panjar dilakukan dengan transfer dari rekening
bank, Bendahara Pengeluaran mencatat pemberian uang panjar
sebesar uang yang diberikan di :

1. BKU pada kolom pengeluaran

2. Buku Pembantu Simpanan/Bank pada kolom pengeluaran

3. Buku Pembantu Panjar pada kolom pengeluaran

Langkah langkah dalam membukukan pertanggungjawaban uang

panjar adalah sebagai berikut:

1. Bendahara Pengeluaran menerima bukti belanja/bukti
pengeluaran uang/bukti lainnya yang sah dari PPTK sebagai
bentuk pertanggungjawaban uang panjar. Setelah
pertanggungjawaban tersebut diterima, Bendahara Pengeluaran
mencatat pengembalian panjar di:

e BKU pada kolom penerimaan

¢ Buku pembantu panjar pada kolom penerimaan

Jumlah yang dicatat sebesar jumlah uang panjar yang pernah

diberikan.

2. Bendahara Pengeluaran kemudian mencatat belanja yang
sebenarnya terjadi berdasarkan pertanggungjawaban yang
diberikan PPTK. Belanja tersebut dicatat di:

¢ BKU pada kolom pengeluaran

¢ Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja

3. Apabila uang panjar yang diberikan lebih besar daripada belanja
yang dilakukan, PPTK mengembalikan kelebihan tersebut. Atas
pengembalian itu Bendahara Pengeluaran mencatat di:

e Buku Pembantu Kas Tunai atau Buku Pembantu
Bank/Simpanan pada kolom penerimaan sebesar jumlah
yang dikembalikan

4. Apabila uang panjar yang diberikan lebih kecil daripada belanja
yang dilakukan, Bendahara Pengeluaran membayar
kekurangannya kepada PPTK. Atas pembayaran itu Bendahara
Pengeluaran mencatat di:

e Buku Pembantu Kas Tunai atau Buku Pembantu
Bank/Simpanan pada kolom pengeluaran sebesar jumlah
yang dibayarkan.
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C.1.2. Pembukuan Belanja UP/GU/TU -Bendahara Pengeluaran

Uraian Bendahara Pengeluaran

1. Bendahara P beri
pengeluaran roses Pem erian
menyiapkan NPD, Mo i
memo persetujuan,
bukti
pembayaran/bukti NPD l

lainnya yang sah

. Bendahara
pengeluaran kemudian
melakukan proses
Pengisian BKU pada
kolom pengeluaran

.Jika uang panjar
diberikan melalui kas
tunai, maka
bendahara
pengeluaran
melakukan proses
pengisian Buku

Pembantu Kas Tunai
Kolom Pengeluaran

.Jika uang panjar
diberikan melalui
rekening bank, maka
bendahara

pengeluaran
melakukan proses
pengisian Buku
Pembantu
Simpanan/Bank

Kolom Pengeluaran
.Kemudian bendahara

pengeluaran
melakukan proses
pengisian buku

pembantu panjar pada
kolom pengeluaran

. Hasil akhir dari proses
ini adalah BKU dan
Buku Pembantu BKU
yang sudah ter update

Memo persetujuan

Bukti Pembayaran

L

Melakukan
pengisian BKU

Apakah
pemberian uang
panjar melalui
kas tunai

Melakukan pengisian Buku

Pembantu Kas Tunai

Melakukan pengisian Buku

Simpanan/Bank

Melakukan pengisian Buku

pembantu

~

BKU

Buku Pembantu Panjar

Buku Pembantu
Simpanan Bank

Buku Pembantu

kas tunai

e o ——




C.2.2.A. Pembukuan Pertanggungjawaban Uang Panjar

belanja/bukti pengeluaran
uang lainnya dari PPTK dan
sejumlah uang yang berasal
dari sisa uang panjar

2. Bendahara pengeluaran
kemudian melakukan
proses Pengisian BKU pada
kolom penerimaan. Jumlah
yang dicatat sebesar jumlah
uang panjar yang pernah
diberikan

3. Kemudian bendahara
pengeluaran melakukan
proses pengisian Buku
Pembantu panjar pada
kolom penerimaan sebesar
uang panjar yang pernah
diberikan

4. Bendahara pengeluaran
kemudian mencatat belanja
di BKU pada kolom
pengeluaran. Jumlah yang
dicatat sebesar
pertanggungjawaban yang
diberikan PPTK

5. Bendahara Pengeluaran

mencatat belanja pada
buku pembantu rincian
obyek.

6. Proses selanjutnya adalah
pencatatan aktual belanja
yang dilakukan. Apakah
Uang Panjar kurang dari
jumlah belanja atau lebih
dari jumlah belanja

7. Jika uang panjar lebih besar
dari pada belanja, maka
PPTK wajib mengembalikan
sisa uang panjar tersebut.
Bendahara pengeluaran
mencatat pengembalian
uang panjar dalam buku
pembantu kas tunai atau

uang panjar

Uraian Bendahara Pengeluaran
1. Bendahara pengeluaran :
menerima bukti Prosespera nggungjan

¥

Buku Belanja

|

L

UANG

___——__"——

Melakukan
pengisian BKU

Melakukan
pengisian Buku
Pembantu Panjar

Melakukan
pengisian BKU

Melakukan
pengisian Buku
Pembantu Rician
Objek

Apakah Uang
Panjar Lebih/
kurang
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buku pembantu
simpanan /bank pada @
kolom penerimaan. l
Sejumlah sisa uang panjar.

8.Jika uang panjar kurang Melakukan pengisian
dari nilai belanja, Buku Pembantu Kas
bendahara pengeluaran Tunai atau Pembantu
melakukan pembayaran Simpanan/ Bank
atas kekurangan tersebut. | | cyrANG
Bendahara pengeluaran
mencatat pembayaran Melakukan pengisian
tersebut pada buku Buku Pembantu Kas
pembantu kas tunai atau 1 Tunai atau Pembantu
buku pembantu Simpanan/ Bank
simpanan/bank pada
kolom pengeluaran.
Sejumlah kekurangan uang
panjar

v

0. Hasil akhir dari proses ini
adalah BKU - bendahara
pengeluaran dan Buku
Pembantu BKU -
Bendahara Pengeluaran
yang sudah ter update

BKU
Buku Pembantu Kas

Buku Pembantu
Simpanan/Bank

Buku Pembantu Panjar

Buku Pembantu
Rincian Obiek

D. Pembukuan Belanja Melalui LS
1. Pembukuan SP2D LS untuk pengadaan Barang dan Jasa

Pembukuan atas proses belanja LS untuk pengadaan barang dan
jasa dimulai ketika bendahara pengeluaran menerima SP2D LS
barang dan Jasa dari BUD atau Kuasa BUD melalui Pengguna
Anggaran. Pembukuan dilakukan sebesar jumlah belanja bruto
(sebelum dikurangi potongan) sebagai "belanja pengadaan barang
dan jasa" di:
1. BKU pada kolom penerimaan dan pengeluaran pada tanggal
yang sama
2. Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja yang terkait pada
kolom belanja LS.
Terhadap informasi potongan pajak terkait belanja pengadaan
barang dan jasa, bendahara pengeluaran melakukan pembukuan
sebesar jumlah pajak yang dipotong sebagai "pemotongan
PPh/PPN" di:
1.BKU pada kolom penerimaan dan kolom pengeluaran pada
tanggal yang sama.
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2.Buku Pembantu Pajak pada kolom penerimaan dan kolom
pengeluaran pada tanggal yang sama.

2.Pembukuan SP2D LS untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan

Pembukuan atas SP2D LS untuk pembayaran Gaji dan

Tunjangan dimulai ketika bendahara pengeluaran menerima

SP2D LS Gaji dari BUD atau Kuasa BUD melalui Pengguna

Anggaran. Pembukuan dilakukan sebesar jumlah belanja bruto

(sebelum dikurangi potongan) sebagai "belanja gaji dan

tunjangan” di:

1. BKU pada kolom penerimaan dan pengeluaran

2. Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja pada kolom belanja
LS, untuk setiap kode rekening belanja gaji dan tunjangan
yang terdapat di SP2D.

D.1. Penatausahaan Belanja SP2D LS Barang dan Jasa

Uraian Bendahara Pengeluaran

1. Bendahara pengeluaran
menerima SP2D LS barang
dan Jasa untuk belanja

Proses Penerbitan
SP2D UP/GU/TU

yang dilakukan
A

2. Bendahara pengeluaran SP2D LS Barang
kemudian melakukan Jasa
proses Pengisian BKU pada
kolom penerimaan

3. Bendahara pengeluaran Melakukan
kemudian melakukan pengisian BKU
proses Pengisian BKU pada

kolom pengeluaran. Tanggal
dan jumlah yang dicatat
sama dengan tanggal dan
jumlah yang dicatat di
kolom penerimaan

Melakukan
pengisian BKU pada
kolom pengeluaran

4. Bendahara pengeluaran
melakukan proses Melakukan pengisian
Pengisian buku pembantu Buku Pembantu
rincian obyek belanja. Rician Objek Belanja
5. Hasil akhir dari proses ini l
adalah BKU dan Buku BKU I
Pembantu BKU yang sudah Buku

ter update PembantuSimpanan/
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D.2. Penatausahaan Belanja SP2D LS Gaji

Uraian Bendahara Pengeluaran
1. Bendahara pengeluaran -
menerima SP2D LS Gaji Proses Penerbitan
untuk belan]a yang SP2D LS Gaii
dilakukan
h
2. Bendahara pengeluaran l
Kemudian melakukan Melakukan
proses Pengisian BKU pada pengisian BKU

kolom penerimaan

3. Bendahara pengeluaran
Kemudian melakukan Melakukan
proses Pengisian BKU pada pengisian Buku
kolom pengeluaran. Tanggal Pembantu
dan jumlah yang dicatat Simpanan/Bank

sama dengan tanggal dan
jumlah yang dicatat di
kolom penerimaan

Melakukan
4. Bendahara pengeluaran pengisian Buku
melakukan proses Pembantu rincian
pengisian Buku pembantu obyek belanja
rincian obyek belanja.

5. Hasil akhir dari proses ini
adalah BKU dan Buku
Pembantu BKU yang sudah
ter update

Buku Bendahara
Pengeluaran

Buku Pembantu
Rician Obyek
Belanja

3. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENYAMPAIANNYA
Bendahara pengeluaran wajib menyampaikan pertanggung-jawaban
atas pengelolaan uang yang terdapat dalam kewenangannya.
Pertanggungjawaban tersebut terdiri atas:
» pertanggungjawaban penggunaan UP
» pertanggungjawaban penggunaan TU
* pertanggungjawaban administrative
 pertanggungjawaban fungsional.
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A. Pertanggungjawaban Penggunaan Uang Persediaan

Bendahara pengeluaran melakukan pertanggungjawaban
penggunaan uang persediaan setiap akan mengajukan GU. Dalam
melakukan  pertanggungjawaban tersebut dokumen yang
disampaikan adalah Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan
dan dilampiri dengan bukti-bukti belanja yang sah. Langkah-
langkah dalam membuat pertanggungjawaban uang persediaan
adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan bukti-bukti yang sah atas belanja yang
menggunakan uang persediaan termasuk bukti-bukti yang
dikumpulkan oleh bendahara pengeluaran pembantu, jika ada
sebagian uang persediaan yang sebelumnya dilimpahkan
kepada bendahara pengeluaran pembantu

2. Berdasarkan bukti-bukti yang sah tersebut bendahara
pengeluaran merekapitulasi belanja kedalam Laporan
Pertanggungjawaban Uang Persediaan sesuai dengan program
dan kegiatannya masing-masing.

3. Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan tersebut
dijadikan lampiran pengajuan SPP-GU

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG
PERSEDIAAN BENDAHARA PENGELUARAN

SKPD : LERR R R LR L L
Tahun ANGEATAN : ......cceevrersensrenes

Kode Rekening Uraian Jumlah

Total
Uang Persediaan Awal Periode
Uang Persediaan Akhir Periode

creeeenne , Tanggal ..........
Bendahara Pengeluaran

(Tanda Tangan)
(Nama Jelas)
NIP.

Cara Pengisian:

1. Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan dan tahun
anggaran.
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2. Kolom kode rekening diisi dengan kode rekening mulai dari
kode rekening kegiatan, belanja sampai dengan rincian obyek.

3. Kolom uraian diisi dengan uraian nama kegiatan dan belanja
sampai dengan rincian obyek.

4. Kolom belanja diisi dengan jumlah rupiah belanja untuk kode
rekening setiap rincian obyek belanja.

5. Kolom tanda tangan diisi dengan tanda tangan bendahara
pengeluaran disertai nama jelas

B. Pertanggung jawaban Penggunanan TU
Bendahara pengeluaran melakukan pertanggungjawaban
penggunaan TU apabila TU yang dikelolanya telah habis/selesai
digunakan untuk membiayai suatu kegiatan atau telah sampai pada
waktu yang ditentukan sejak TU diterima.

Dalam melakukan pertanggungjawaban tersebut dokumen yang
disampaikan adalah Laporan Pertanggungjawaban Tambahan Uang
Persediaan. Dokumen ini dilampirkan dengan bukti-bukti belanja
yang sah dan lengkap.

Langkah-langkah dalam membuat pertanggungjawaban TU adalah

sebagai berikut:

1. Bendahara pengeluaran mengumpulkan bukti-bukti belanja
yang sah atas penggunaan tambahan uang persediaan.

2. Apabila terdapat TU yang tidak digunakan bendahara
pengeluaran melakukan setoran ke Kas Umum Daerah. Surat
Tanda Setoran atas penyetoran itu dilampirkan sebagai lampiran
laporan pertanggungjawaban TU.

3. Bendahara pengeluaran mengumpulkan bukti-bukti belanja
yang sah atas penggunaan tambahan uang persediaan.

4, Apabila terdapat TU yang tidak digunakan bendahara
pengeluaran melakukan setoran ke Kas Umum Daerah. Surat
Tanda Setoran atas penyetoran itu dilampirkan sebagai lampiran
laporan pertanggungjawaban TU.

5. Berdasarkan bukti-bukti belanja yang sah dan lengkap tersebut
dan bukti penyetoran sisa tambahan uang persediaan (apabila
tambahan uang persediaan melebihi belanja yang dilakukan)
bendahara pengeluaran merekapitulasi belanja kedalam Laporan
Pertanggung-jawaban Tambahan Uang Persediaan sesuai
dengan program dan kegiatannya yang dicantumkan pada awal
pengajuan TU.

6. Laporan pertanggungjawaban tersebut kemudian diberikan
kepada Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD.

7. PPK SKPD kemudian melakukan verifikasi atas pertanggung-
jawaban yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran.

8. Pengguna Anggaran kemudian menandatangani laporan
pertanggungjawaban TU sebagai bentuk pengesahan.
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PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TAMBAHAN UANG
PERSEDIAAN BENDAHARA PENGELUARAN

SKPD P veseessssenne
Tahun Anggaran IR P
Program  J— ensen [ sessesssssecesessese
Kegiatan Tanggal SP2D TU : ......cccccevimnnnnnnns [ srinasisnsssnnnsnanes
Kode Rekening Uraian Jumiah
Total
Tambahan Uang Persediaan Awal Periode
Sisa Tambahan Uang Persediaan Akhir
Periode*
......... Tanggal.
Menyetujui:
Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
(Tanda Tangan) (Tanda Tangan)
(Nama Jelas) (Nama Jelas)
NIP. NIP.

Sisa tambahan uang persediaan telah disetor ke Kas Umum Daerah pada
tanggal ....

Cara Pengisian:

1. Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan dan tahun
anggaran

2. Program diisi dengan kode dan nama program yang dibiayai
dengan TU

3. Kegiatan diisi dengan kode dan nama kegiatan yang dibiayai

dengan TU

Tanggal SP2D TU diisi dengan tanggal terbitnya SP2D TU

Kolom kode rekening diisi dengan kode rekening belanja

Kolom uraian diisi dengan uraian nama kode rekening belanja

Kolom jumlah diisi dengan jumlah rupiah belanja untuk kode

rekening setiap rincian obyek belanja

Jumlah adalah total belanja dengan uang TU

9. Tambahan Uang Persediaan diisi jumlah Tambahan Uang
Persediaan yang diberikan

10.Sisa Tambahan Uang Persediaan adalah Tambahan Uang
Persediaan dikurang jumlah total belanja. Apabila hasilnya
positif maka ada sisa dana TU yang harus dikembalikan ke
Kas Umum.

Apma

oo
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3. Penyampaian Pertanggun

iawaban Bendahara Penerimaan Pembantu

BUD/Kuasa BUD

Uraian PA/KPA PPK SKPD Bendahara
Pengeluaran
|2 Bendghara pengeluaraq Buku
menyiapkan bukti Budenins
setoran sisa dana TU ke R
rekening kas umum Belani
daerah dan bukti e
belanja atas ;T_
penggunaan dana TU
Setoran Setoran
2.Bendahara pengeluaran Buku Buku
I —— laporan Belania Belania
pertanggungjawaban Laporan Laporan
penggunaan dana TU Pengguna Pengguna
dan menyampaikan ke Tambahan Tambahan
PAIKPA melalui PPK UP UP
SKPD \/
3. PPK SKPKD melakukan "
3 ¢ i Setuju &
verifikasi atas
pertanggung- jawaban
yang disampaikan dan
kemudian memberikan Bulu Buku
kepada PAI KPA untuk Setoran Setoran
mendapatkan pengesa Buku | | Buku
Belania 1 Belania
Laporan Laporan
4.PA/KPA melakukan Pengguna Pengguna
proses pengesahan atas Tambahan Tambahan
laporanProses up UP
Pengesahan \/
pertanggung-jawaban
penggunaan tambahan
uang persediaan Proses
Pengesahan
5. PA/KPA kemudian
memberikan laporan l
pertanggungjawaban Buku
tambahan uang Setoran
persediaan kepada a—
Bendahara Pengeluaran Buku
Belanja
6. Bendahara pengeluaran Laporan
kemudian memberikan Pengguna
laporan  pertanggung- Tambahan
jawaban tambahan UP
uang persediaan dan \/‘
bukti setor kepada
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C. Pertanggungjawaban Administratif
Pertanggungjawaban administratif dibuat oleh bendahara
pengeluaran dan disampaikan kepada Pejabat Pengguna Anggaran
paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pertanggungjawaban
administratif tersebut berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang
menggambarkan jumlah anggaran, realisasi dan sisa pagu anggaran
baik secara kumulatif maupun per kegiatan. SPJ ini merupakan
penggabungan dengan SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.
Pertanggungjawaban administratif berupa SPJ dilampiri dengan:
a. Buku Kas Umum;
b. Laporan Penutupan Kas; dan
c. SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.
d.
Pertanggungjawaban administratif pada bulan terakhir tahun
anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan
tersebut. Pertanggungjawaban tersebut harus dilampiri bukti
setoran sisa uang persediaan.

Langkah-langkah dalam membuat dan menyampaikan SPJ

bendahara pengeluaran adalah sebagai berikut:

1) Bendahara pengeluaran menyiapkan laporan penutupan kas.

2) Bendahara pengeluaran melakukan rekapitulasi jumlah-jumlah
belanja dan item terkait lainnya berdasarkan BKU dan buku
pembantu BKU lainnya serta khususnya Buku Pembantu Rincian
Obyek untuk mendapatkan nilai belanja per rincian obyek.

3) Bendahara pengeluaran menggabungkan hasil rekapitulasi
tersebut dengan hasil yang ada di SPJ Bendahara pengeluaran
pembantu.

4) Berdasarkan rekapitulasi dan penggabungan itu, bendahara
pengeluaran membuat SPJ atas pengelolaan uang yang menjadi
tanggungjawabnya.

5) Dokumen SPJ beserta BKU, laporan penutupan kas dan SPJ
bendahara pengeluaran pembantu kemudian diberikan ke PPK
SKPD untuk dilakukan verifikasi.

6) Setelah  mendapatkan  verifikasi, Pengguna  Anggaran
menandatangani sebagai bentuk pengesahan.

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN

Bulan .......... Tahun ......

Kepada Yth.

Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota
........... No...... Tahun ....

mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah,
bersama ini kami sampaikan Laporan Penutupan Kas Bulanan
yang terdapat di bendahara pengeluaran

21,4 ) b JERR— adalah sejumlah Rp. ......... ... dengan perincian :
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A.Kas di Bendahara Pengeluaran

A.l. Saldo awal bulan tanggal Rp.
A.2. Jumlah Penerimaan Rp.
A.3. Jumlah Pengeluaran Rp.
A.4. Saldo Akhir bulan tanggal Rp.
Saldo akhir bulan tanggal .......... terdiri dari saldo di kas

tunai sebesar Rp......dan saldo di bank sebesar Rp ............

B.Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu

B.1. Saldo awal bulan tanggal Rp.
B.2. Jumlah Penerimaan Rp.
B.3. Jumlah Pengeluaran Rp.
B.4. Saldo Akhir bulan tanggal. Rp.
Saldo akhir bulan tanggal .......... terdiri dari saldo di kas

tunai sebesar Rp dan saldo di bank sebesar Rp .....

C.Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran

C.1. Saldo di Kas Tunai Rp.
C.2. Saldo di Bank Rp.
C.3. Saldo total Rp.

Bendahara Pengeluaran
Tanda tangan

(nama kelas)
NIP.
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PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
PENGELUARAN
(SPJ BELANJA ADMINISTRATIF)

SKPD

Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran :
Tahun Anggaran

Bulan
SPJ—~LS Gaji SPd - LS Barang - Jasa ") SPJ UP/GNTU Jumlah SPJ
Hode Jumlah Sisa Pagu
fakening Ursien . *d. [x: W, (X vd. R A
T L Bulan Sulan | Bulan Bulsninl | Bulan | Buln 3.4, Bulan
Lalu I Laks Lalu
T g ] ¥ L 22 Y= TFET ™ i) TSI | e |
=TORCER
Pensrimaan
e
- Polongan Pamk
2. PPN
B, FPh LY
<. PPh Ll
d. PPR i3
- Lan- lain
[~ JomBh Penerimaan
e [T | e [t o | 5t | gi e |k [ ol [ e | scsomem | EciRouma R, 00
Lalu ni Wi Laks Ini inl Laks ini
T T Ta{a+8] 1] =740 i1 i TERW=TT] | 19=B+0+12) TT=13+13)
angaluaran
ipmﬁm‘
“Penyatoran Pk
& PPN
[~ 5. PPR 21
c. FPh 24
[~ o PPRI3
- Landamn
Tomlah Pererimaan
[~ Saldc Ras
Menyetujui : SRR, | .. .- | I
Pengguna Anggaran BendaharaPengeluaran
(Tanda Tangan) (Tanda Tangan)
(Nama Jelas) (Nama Jelas)
NIP. NIP.
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Cara Pengisian:

1. Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan nama
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, nama
bendahara pengeluaran, tahun anggaran dan bulan.

Kolom 1 diisi dengan kode rekening.

Kolom 2 diisi dengan uraian nama kode rekening

Kolom 3 diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan

dalam APBD atas masing-masing kode rekening.

5. Kolom 4 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji
dan tunjangan yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan
bulan lalu

6. Kolom 5 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji
dan tunjangan yang telah diterbitkan/SPJ bulan ini

7. Kolom 6 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji
dan tunjangan yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan
bulan ini

8. Kolom 7 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-
Pihak Ketiga yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan
bulan lalu

9. Kolom 8 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-
Pihak Ketiga yang telah diterbitkan/SPJ bulan ini

10.Kolom 9 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-
Pihak Ketiga yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan
bulan ini

11.Kolom 10 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana
UP/GU/TU sampai dengan bulan lalu

12.Kolom 11 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana
UP/GU/TU bulan ini

13.Kolom 12 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana
UP/GU/TU sampai dengan bulan ini

14.Kolom 13 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan
dana LS+UP/GU/TU sampai dengan bulan ini

15.Kolom 14 diisi dengan jumlah sisa pagu anggaran yang
diperoleh dari jumlah anggaran dikurangi dengan jumlah
SPJ atas penggunaan dana LS=UP/GU/TU sampai dengan
bulan ini.

w N

»

D. Pertanggungjawaban Fungsional

Pertanggungjawaban fungsional dibuat oleh bendahara pengeluaran
dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal
10 bulan berikutnya. Pertanggungjawaban fungsional tersebut
berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang merupakan
penggabungan dengan SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu. SPJ
tersebut dilampiri dengan:

* Laporan Penutupan Kas

* SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.
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Pertanggungjawaban fungsional pada bulan terakhir tahun
anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan
tersebut. Pertanggungjawaban tersebut dilampiri bukti setoran sisa

uang persediaan.

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
PENGELUARAN (SPJ BELANJA FUNGSIONAL)

SKPD

Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran :
Tahun Anggaran :

Bulan
Mol SPJ - LS Gaji SPJ = LS Barang - Jasa *) SPJ UPIGUTU Jumish SBJ Bisa Pagu
Rakening - Anggaran :‘;_‘::l:n o Anggaran
- T r T - ET T T
2 -l B | -l B - Rl
T ¥ ] TIFE] ST |0 ™ TI=(TOTT) TI=[EF5412] TE = (3F73]
L
-
i)
|- Polongan Paak
2. PPN
B. PPh T
c. PPhid
d. PPh 13
« L
lair
| TomRR Perarmaan
L sy SPJ - LS Gaji 8PJ - LS Barang - Jasa *) 8PJ UPIGUTU Jumiah SPJ P Pagu
Rekening — Anggaran m o e Ly SR
- — = — = o~
o ol o o el S o ol
T b -1 AT | e ] ™ TSI To=(EreeTd] A= 979
Fmﬂm
B
[ Panysioran Pajk
5 PPN
b.PPh 21
. PPh Ll
d. PPh 13
- Laln- lain
[ Iom BN Pengefuaran
Sakdo Kas
Menyetujui : ETTUDTSE IR + |, |, 1 AR
Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
(Tanda Tangan) (Tanda Tangan)
(Nama Jelas) (Nama Jelas)
NIP. NIP.
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Cara Pengisian:

1.

B W

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan nama
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, nama
bendahara pengeluaran, tahun anggaran dan bulan.

. Kolom 1 diisi dengan kode rekening.
. Kolom 2 diisi dengan uraian nama kode rekening
. Kolom 3 diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan dalam

APBD atas masing-masing kode rekening.

. Kolom 4 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji dan

tunjangan yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan
lalu.

. Kolom 5 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji dan

tunjangan yang telah diterbitkan/SPJ bulan ini

. Kolom 6 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji dan

tunjangan yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan ini

. Kolom 7 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak

Ketiga yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan lalu

. Kolom 8 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak

Ketiga yang telah diterbitkan/SPJ bulan ini

Kolom 9 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak
Ketiga yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan ini
Kolom 10 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana
UP/GU/TU sampai dengan bulan lalu

Kolom 11 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana
UP/GU/TU bulan ini

Kolom 12 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana
UP/GU/TU sampai dengan bulan ini

Kolom 13 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana
LS+UP/GU/TU sampai dengan bulan ini

Kolom 14 diisi dengan jumlah sisa pagu anggaran yang diperoleh
dari jumlah anggaran dikurangi dengan jumlah SPJ atas
penggunaan dana LS=UP/GU/TU sampai dengan bulan ini
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C&D.Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran

\

Uraian PPKD PA PPK Bendahara Bendahara
Pengeluaran | Pengeluaran
Pembantu
1. Berdasarkan SPJ SPJ SPJ
g::ggﬁzrr:n P;nge}l)uar a Pengeluaran
Pembantu, BKU PR FYmeete.
Bendahara
Pengeluaran dan
Buku Pembantu, Buku
Bendahara Pembantu
Pengeluaran Buku
membuat SPJ Bendahara
Bendahara Pengeluaran
Pengeluaran
berupa SPJ \_(—
Administratif dan
SPJ Fungsional SP‘J 3
SPJ Administrasi
2. Bendahara Dokum SPJ
Pengeluaran en 4 Fungsional
menyerahkan SPJ Penduk
e : SPJ
administratif ung |
kepada pengguna iz —
anggaran melauli
PPK SKPD untuk
di verifikasi
<] Setuju
3. PPK SKPD
melakukan
verifikasi atas SPJ
yang disampaikan $p)
dan kemudian
memberikan Doku
kepada Pengguna men
Anggaran untuk Pendu
disahkan kung
4. Bendahara J
Pengeluaran SP)
menyerahkan SPJ
Fungsional [I);:;u
kepada PPKD 238
selaku BUD
kung
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1.B. BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU SKPD

1. PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dilakukan
bendahara pengeluaran pembantu meliputi :

a. Tambah Uang (TU)

b. Langsung (LS) Barang dan Jasa

Bendahara pengeluaran pembantu hanya bisa mengajukan SPP
TU dan SPP LS pengadaan Barang dan Jasa karena untuk
UP/GU dan LS gaji hanya boleh dilakukan oleh bendahara
pengeluaran. Disamping membuat SPP bendahara pengeluaran
pembantu juga membuat reglster untuk SPP yang diajukan, SPM
dan SP2D yang sudah diterima oleh bendahara pengeluaran
pembantu.

A. SPP Tambahan Uang (TU)

Apabila terdapat kebutuhan belanja yang sifatnya mendesak,
yang harus dikelola oleh bendahara pengeluaran pembantu, dan
uang persediaan yang diberikan oleh bendahara pengeluaran
tidak mencukupi karena sudah direncanakan untuk kegiatan
yang lain, maka bendahara pengeluaran pembantu dapat
mengajukan SPP Tambahan

Uang (TU). Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat
persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian
kebutuhan dan waktu penggunaan. Jumlah dana yang
dimintakan dalam SPP TU ini harus dipertanggungjawabkan
tersendiri dan bila tidak habis, harus disetorkan kembali.

Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1

(satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke rekening kas

umum daerah. Ketentuan batas waktu penyetoran sisa

tambahan uang dikecualikan untuk:

a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan;

b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah
ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali
KPA;

Bendahara mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan

sebagai lampiran dalam pengajuan SPP TU, selain dari dokumen

SPP TU itu sendiri. Lampiran tersebut antara lain:

a) Salinan SPD

b) Draft Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran

c} Surat Keterangan Penjelasan Keperluan Pengisian TU

d) Lampiran lain yang diperlukan

Setelah itu bendahara pengeluaran pembantu mengisi dokumen

SPP TU yang telah disiapkan.
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B. SPP Langsung (LS)
Bendahara pengeluaran pembantu dapat mengajukan SPP-LS
Barang dan Jasa kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD
berdasarkan dokumen-dokumen yang disiapkan oleh PPTK.
Adapun dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai lampiran
dalam pengajuan, selain dari dokumen SPP-LS Barang dan Jasa
itu sendiri. Lampiran tersebut antara lain:
a. Salinan SPD
b. Draft Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran
¢. Dokumen- Dokumen Terkait Kegiatan (disiapkan oleh PPTK)

yang terdiri atas:

salinan SPD;

salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait;

SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang
telahditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;

surat perjanjian kerja sama/kontrak antara
penggunaanggaran/kuasa pengguna anggaran dengan
pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank
pihak ketiga;

berita acara penyelesaian pekerjaan;

berita acara serah terima barang dan jasa;

berita acara pembayaran;

kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani
pihakketiga dan PPTK sertai disetujui oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran,

surat jaminan bank atau yang dipersamakan
yangdikeluaDPAn oleh bank atau lembaga keuangan non
bank;

dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-
kontrak yangdananya sebagian atau seluruhnya
bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;
berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh
pihakketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan
barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
osurat angkutan atau konosemen apabila pengadaan
barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;

surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan
pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami
keterlambatan;

foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian
pekerjaan

potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek); dan
khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan
harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita
acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan
bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan
waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat
penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan
rincian dalam surat penawaran.
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d. Lampiran lain yang diperlukan

Setelah
dokumen SPP-LS yang telah disiapkan.

SKPD ..........

itu bendahara pengeluaran pembantu mengisi

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
REGISTER SPP/SPM/SP2D

No.

SPP

SPM

SP2D

Tel

No

Tgl.

No

T

[l umiah

Ketg

[angan

LRIGLUTIL]

11

........

Bendahara Pengeluaran Pembantu

(Tanda Tangan)
(Nama Jelas)

NIP

Cara Pengisian:

W N

wn

9.
10.
11.
12,

2. PEMBUKUAN

A.Buku-Buku Yang Digunakan.

. Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan
. Kolom 1. diisi dengan nomor urut
.Kolom 2 diisi dengan jenis pengajuan khusus bendahara

pengeluaran pembantu hanya bisa mengajukan TU/LS

. Kolom 3 diisi dengan tanggal pengajuan SPP

. Kolom 4 diisi dengan Nomor SPP yang diajukan

. Kolom 5 diisi dengan tanggal penerbitan SPM terkait pengajuan
SPP pada kolom sebelumnya

. Kolom 6 diisi dengan Nomor SPM yang diterbitkan

.Kolom 7 diisi dengan tanggal penerbitan SP2D terkait dengan
penerbitan SPM pada kolom sebelumnya

Kolom 8 diisi dengan Nomor SP2D yang diterbitkan

Kolom 9 diisi dengan Uraian Pengajuan
Kolom 10 diisi dengan jumlah pencairan

Kolom 11 diisi dengan keterangan yang diperlukan

Pembukuan Belanja oleh bendahara pengeluaran pembantu

menggunakan:
1. Buku Kas Umum (BKU)
2. Buku Pembantu BKU yang terdiri dari:
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SKPD

Buku Pembantu Kas Tunai;

Buku Pembantu Simpanan/Bank;
Buku Pembantu Pajak;

Buku Pembantu Panjar;

Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja.

oo op

Dalam pelaksanaannya, tidak semua dokumen pembukuan
digunakan secara bersamaan untuk membukukan satu
transaksi keuangan yang dilakukan oleh bendahara
pengeluaran pembantu. Dokumen-dokumen pembukuan apa
saja yang digunakan untuk setiap transaksi akan dijelaskan
dalam bagian berikutnya

Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai dasar dalam

melakukan pembukuan adalah:

1. SP2D TU/LS

2. Dokumen-dokumen pendukung lainnya yang menjadi
kelengkapan masing- masing SP2D sebagaimana yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Format BKU dan Buku Pembantunya adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

No.

Tanggal

K
Uraian R:::ning Penerimaan Pengeluaran Saldo

Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu Rp. ...............
(dengan huruf) terdiri dari:

a. Tunai Rp. ........
b.Saldo Bank D -ioicsis
Mengetahui: sisnsonisn SIREIERAR’ corgevsrsensne
Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan Pembantu
(Tanda Tangan) (Tanda Tangan)
(Nama Jelas) (Nama Jelas)
NIP. NIP.
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Cara Pengisian:

1.

Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan

2. Kolom No. diisi dengan nomor urut transaksi BKU (dimulai dari

it ol

nomor 1 dan seterusnya). Nomor urut yang digunakan adalah
nomor urut per transaksi bukan per pencatatan. Maksudnya
apabila satu transaksi menghasilkan dua atau lebih pencatatan,
maka terhadap pencatatan kedua dan seterusnya cukup
menggunakan nomor urut transaksi yang pertama kali dicatat
Kolom tanggal diisi dengan tanggal transaksi

Kolom uraian diisi dengan uraian transaksi

Kolom kode rekening diisi dengan nomor kode rekening. Kolom
ini diisi hanya untuk transaksi belanja

Kolom penerimaan diisi dengan jumlah rupiah transaksi
penerimaan

Kolom pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah transaksi
pengeluaran

Kolom saldo diisi dengan jumlah atau saldo akumulasi.

Kas di bendahara pengeluaran pembantu diisi nilai yang
tercantum pada kolom saldo pada saat penutupan akhir bulan.
Kas di bendahara pengeluaran pembantu dapat berupa kas
tunai atau simpanan di Bank *

10.Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara

Pengeluaran Pembantu dan Kuasa Pengguna Anggaran disertai
nama jelas.*

*Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk
keperluan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara Pengeluaran Pembantu

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

SKPD : ..........
Tanggal Ne¢. BKU Uralan Penerimaan Pengeluaran Saldo
Mengetahui: = ... , Tanggal ............
Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Pembantu
(Tanda Tangan) (Tanda Tangan)
(Nama jelas) (Nama. jelas)
NIP. NIP.
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Cara Pengisian:

1. Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan.

2. Kolom tanggal diisi dengan tanggal penerimaan atau
pengeluaran tunai bendahara pengeluaran pembantu

3. Kolom No. BKU diisi dengan nomor urut penerimaan atau
pengeluaran tunai pada BKU

4. Kolom uraian diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran

tunai

Kolom penerimaan diisi dengan jumlah rupiah penerimaan tunai

Kolom pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran

tunai

Kolom saldo diisi dengan jumlah/saldo kas tunai

Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara

Pengeluaran Pembantu dan Kuasa Pengguna Anggaran disertai

nama jelas. *
*Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan

penyusunan Laporan Pertanggung-jawaban Bendahara
Pengeluaran Pembantu

o w

® ~

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
BUKU PEMBANTU SIMPANAN/BANK
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

SKPD : REFERERREE
Tanggal No.BKU Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
Mengetahui: @ s , Tanggal ................
Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Pembantu
(Tanda Tangan) (Tanda Tangan)
(Nama jelas) (Nama jelas)
NIP. NIP.

Cara Pengisian:

1. Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan.

2. Kolom tanggal diisi dengan tanggal penerimaan atau
pengeluaran melalui rekening bank bendahara pengeluaran
pembantu.

3. Kolom No. BKU diisi dengan nomor urut penerimaan atau
pengeluaran melalui bank pada BKU.
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Kolom uraian diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran
melalui bank

Kolom penerimaan diisi dengan jumlah rupiah penerimaan
melalui bank

Kolom pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran
melalui bank

Kolom saldo diisi dengan jumlah/saldo bank

Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara
Pengeluaran Pembantu dan Kuasa Pengguna Anggaran disertai
nama jelas. *

*Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan
penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
Pembantu

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
BUKU PEMBANTU PANJAR BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU

SKPD : SEsRREREEE
Tanggal No. BKU Uralan Penerimaan Pengeluaran Saldo
Mengetahui: siiensnne 3 TROEEAL ......0000
Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Pembantu
(Tanda Tangan) (Tanda Tangan)
(Nama jelas) (Nama jelas)
NIP. NIP.

Cara Pengisian:

1.

Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan.

2. Kolom tanggal diisi dengan tanggal penerimaan atau

pertanggung-jawaban panjar.

Kolom No. BKU diisi dengan nomor urut penerimaan atau
pertanggung-jawaban panjar pada BKU.

Kolom wuraian diisi dengan wuraian penerimaan atau
pertanggungjawaban panjar

Kolom penerimaan diisi dengan jumlah rupiah SPJ panjar
Kolom pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah pemberian
panjar

Kolom saldo diisi dengan jumlah/saldo sisa panjar yang masih
berada pada PPTK

Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara
Pengeluaran Pembantu dan Kuasa Pengguna Anggaran disertai
nama jelas.*
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*Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan
penyusunan Laporan Pertanggung-jawaban Bendahara
Pengeluaran

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
BUKU PEMBANTU PAJAK
BENDAHARA PENGELUARAN

SKPD :..........
Tanggal :&U Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
Mengetahui: .. , Tanggal ............
Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Pembantu
(Tanda Tangan) (Tanda Tangan)
(Nama jelas) (Nama jelas)

NIP. NIP.
Cara Pengisian:

1. Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan.

2. Kolom Tanggal diisi dengan tanggal pemotongan atau
penyetoran pajak.

3. Kolom No. BKU diisi dengan nomor pemotongan atau penyetoran
pajak pada BKU.

4. Kolom Uraian diisi dengan uraian pemotongan atau penyetoran
pajak.

5. Kolom Penerimaan diisi dengan jumlah rupiah pemotongan
pajak atau penyetoran pajak.

6. Kolom Pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah penyetoran
pajak atau penyetoran pajak.

7. Kolom Saldo diisi dengan saldo/jumlah pemotongan atau
penyetoran pajak.

8. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara
Pengeluaran Pembantu dan Kuasa Pengguna Anggaran disertai
nama jelas.*

*Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan

penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
Pembantu
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SKP

D

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Kode Rekening
Nama Rekening :
Jumlah Anggaran (DPA) s Do connsssssnnar

Jumlah Anggaran (DPPA) : RP. cosescasseese
No.
Tgl. Uraian Belanja LS Belanja TU Belanja UP/GU Saldo
BKU
Mengetahui: = ... , Tanggal ............
Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Pembantu
(Tanda Tangan) (Tanda Tangan)
(Nama jelas) (Nama jelas)
NIP. NIP.

Cara Pengisian:

1.

w P

Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan, kode
rekening, nama rekening, jumlah anggaran (DPPA) dan jumlah
anggaran (DPPA) apabila ada.

Kolom tanggal diisi dengan tanggal transaksi pengeluaran
Kolom no. BKU diisi dengan nomor urut BKU Bendahara
Pengeluaran Pembantu

Kolom uraian diisi dengan uraian belanja

Kolom belanja LS diisi dengan jumlah rupiah belanja
menggunakan SPP LS

Kolom belanja TU diisi dengan jumlah rupiah belanja
menggunakan SPP TU

Kolom belanja UP/GU diisi dengan jumlah rupiah belanja
menggunakan SPP UP/GU

Kolom Jumlah diisi akumulasi dari setiap transaksi belanja
UP/GU, TU dan LS

Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara
Pengeluaran Pembantu dan Kuasa Pengguna Anggaran disertai
nama jelas. *

*Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan
penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
Pembantu
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B. Pembukuan Penerimaan SP2D TU dan Pelimpahan UP/GU
Pembukuan penerimaan SP2D TU merupakan proses pencatatan
transaksi penerimaan SP2D TU ke dalam BKU dan Buku pembantu
yang terkait. Proses pembukuan dilakukan ketika bendahara
pengeluaran pembantu menerima SP2D TU dari BUD/Kuasa BUD.
Pencatatan dilakukan sebesar jumlah yang tercantum di SP2D
sebagai "penerimaan SP2D" di :

1. BKU pada kolom penerimaan.
2. Buku Pembantu Simpanan/Bank pada kolom penerimaan.

Atas persetujuan Pengguna Anggaran, bendahara pengeluaran
melakukan pelimpahan uang persediaan ke bendahara
pengeluaran pembantu. Atas dasar “pelimpahan UP" tersebut,
maka bendahara pengeluaran pembantu mencatat sebesar jumlah
yang dilimpahkan di :

1. BKU pada kolom penerimaan

2. Buku Pembantu simpanan/bank pada kolom penerimaan

Berikut adalah bagan alir untuk menggambarkan prosedur diatas

B.1. Penatausahaan Penerimaan SP2D UP/GU/TU
Uraian Bendahara Pengeluaran

1. Bendahara Pengeluaran
pembantu menerima SP2D

Proses Penerbitan

TU SP2D UP/GU/TU
2. Bendahara  Pengeluaran \
pembantu kemudian SP2D UP/GU/TU
melakukan proses
Pengisian BKU pada kolom
penerimaan
3. Kemudian Bendahara Melalcukan
Pengeluaran pembantu pengisian BKU
melakukan proses

pengisian Buku Pembantu
Simpanan / Bank pada
kolom penerimaan

Melakukan pengisian
Buku Pembantu
4. Hasil akhir dari proses ini Simpanan/Bank
adalah BKU dan Buku
Pembantu
Simpanan/Bank yang
sudah ter update BKU
Buku
PembantuSimpana
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B.2 Pembukuan Pelimpahan Dana UP/GU dari Bendahara

Pengeluaran
Uraian Bendahara Bendahara
Pengeluaran Pengeluaran
Pembantu

1. Bendahara Proses
Pengeluaran Pengesahan
melakukan transfer Dana
dana ke rekening bank
bendahara
pengeluaran pembantu

2. Berdasarkan bukti Buku Tranfer Nota Kredit
transfer,bendahara e
pengeluaran mencatat
di BKU - pada kolom
pengeluaran

3. Bendahara Melakukan Melakukan
Pengeluaran mencatat pengisian pengisian
di Buku Pembantu BKU BKU
Simpanan / Bank pada
kolom pengeluaran

4. Bendahara i
Pengeluaran pembantu Malalnslosin Melakukan
rqencatat penerimaan pengisian Buku pengisian
di BK Pembantu Buku

5. Bendahara Simpanan/Bank Pembantu
Pengeluaran pembantu Simpanan/
mencatat penerimaan Bank
di Buku Pembantu
Simpanan / Bank

6. Hasil dari proses ini BKU BKU
adalah BKU Pembantu
dan Buku Pembantu Buku Buku
BKU yang ter update PembantuSim PembantuSim

Pembukuan Belanja Menggunakan Uang Persediaan

Dalam proses belanja menggunakan uang persediaan, terdapat
kemungkinan 2 (dua) cara bagi bendahara pengeluaran pembantu
dalam melakukan pembayaran. Pertama, Bendahara pen eluaran
rembantu melakukan pembayaran melalui panjar terlebih dahulu

kepada PPTK.
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Pembukuan pembayaran belanja tanpa melalui uang panjar

Proses pembukuan dimulai ketika Bendahara pengeluaran
pembantu membayarkan sejumlah uang atas belanja yang telah
dilakukan. Pembayaran dapat saja menggunakan uang yang ada di
kas tunai maupun uang yang ada di rekening bank bendahara
pengeluaran pembantu.
Berdasarkan bukti-bukti belanja yang disiapkan oleh PPTK,
bendahara pengeluaran pembantu melakukan pembayaran. Atas
pembayaran tersebut, bendahara pengeluaran pembantu
melakukan pembukuan sebesar nilai belanja bruto sebagai
"belanja” di:

1. BKU pada kolom pengeluaran.

2. Buku Pembantu Kas Tunai pada kolom pengeluaran.

3. Buku Pembantu Rincian Obyek pada kolom UP/GU, TU.

Jika pembayaran dilakukan dengan transfer dari rekening bank,
bendahara pengluaran pembantu melakukan pembukuan sebesar
nilai belanja bruto sebagai "belanja” di:

1. BKU pada kolom pengeluaran.

2. Buku Pembantu Simpanan/Bank pada kolom pengeluaran.

3. Buku Pembantu Rincian Obyek pada kolom UP/GU.

Apabila bendahara pengeluaran pembantu melakukan pungutan
pajak atas transaksi belanja di atas, bendahara pengeluaran
pembantu melakukan pembukuan sebesar jumlah pajak yang
dipotong sebagai "pemotongan PPh/PPN" di:

1. BKU pada kolom penerimaan.

2. Buku Pembantu Pajak pada kolom penerimaan.

Ketika penyetoran atas pungutan pajak, bendahara pengeluaran
pembantu melakukan pembukuan sebesar jumlah pajak yang
disetorkan sebagai "setoran PPh/PPN" di:

1. Buku pada kolom pengeluaran.

2. Buku Pembantu Pajak pada kolom pengeluaran.
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C.1.1.Pembukuan Belanja UP/GU/TU - Rekening Bank Bendahara

Pengeluaran Pembantu

Uraian

Bendahara Pengeluaran

Pembantu

1. Bendahara Pengeluaran
Pembantu menyiapkan
bukti belanja dan bukti
pembayaran yang terkait

2. Bendahara  Pengeluaran

pembantu kemudian
melakukan proses
Pengisian BKU pada kolom
Pengeluaran

3. Bendahara Pengeluaran

pembantu kemudian
melakukan proses
Pengisian BKU pada kolom
pengeluaran

4. Kemudian bendahara
pengeluaran pembantu
melakukan proses

pengisian buku pembantu
rincian obyek belanja

5. Hasil akhir dari proses ini
adalah BKU dan Buku
Pembantu BKU yang
sudah ter update

Proses Penerbitan
SP2D UP/GU/TU

b

L Bukti Belanja
Bukti Pembayaran

J

Melakukan
pengisian BKU

Melakukan pengisian
Buku Pembantu
Simpanan/Bank

|

Melakukan Pengisian
Buku Pembantu
Rincian Objek
belanja

BKU

Buku
PembantuSimpanan

Buku Pembantu
Rincian Objek
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4)

C.1.2.Pembukuan Belanja UP/GU/TU - Kas Tunai Bendahara

Pengeluaran Pembantu

Uraian

Bendahara Pengeluaran
Pembantu

1. Bendahara Pengeluaran
Pembantu Menyiapkan
bukti belanja dan bukti
Pembayaran yang terkait

2. Bendahara  Pengeluaran

Pembantu Kemudian
melakukan proses
pengisian BKU pada kolom
pengeluaran

3. Bendahara Pengeluaran
pembantu Melakukan
proses pengisian Buku
Pembantu Kas Tunai pada
kolom pengeluaran

4. Kemudian bendahara
pengeluaran Pembantu
melakukan proses

pengisian buku pembantu
rincian obyek belanja

5. Hasil akhir dari proses ini
adalah BKU dan

Proses Penerbitan
SP2D UP/GU/TU

‘
L Bukti Belania

Bukti Pembayaran
_______——_—__

Melakukan
pengisian BKU

Melakukan pengisian
Buku Pembantu
Simpanan/Bank

Melakukan Pengisian
Buku Pembantu
Rincian Objek
belanija

BKU

Buku
PembantuSimpanan

Buku Pembantu
Rincian Objek

Pembukuan belanja melalui uang panjar

Pembukuan atas uang panjar merupakan proses pencatatan
pemberian uang panjar ke PPTK termasuk didalamnya pencatatan
atas pertanggungjawaban yvang diberikan oleh PPTK untuk uang
panjar yang diterimanya.
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Proses pembukuan dimulai ketika Bendahara Pengeluaran
Pembantu memberikan uang panjar kepada PPTK untuk
melaksanakan Kkegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
Berdasarkan Nota Pencairan Dana (NPD), memo persetujuan
PA/KPA, serta bukti pengeluaran uang/bukti lainnya yang sah,
Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat pemberian uang
panjar sebesar uang yang diberikan di:

1. BKU pada kolom pengeluaran.

2. Buku Pembantu Kas Tunai pada kolom pengeluaran

3. Buku Pembantu Panjar pada kolom pengeluaran

Apabila pemberian panjar dilakukan dengan transfer dari rekening
bank, Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat pemberian uang
panjar sebesar uang yang diberikan di :

1. BKU pada kolom pengeluaran

2. Buku Pembantu Simpanan/Bank pada kolom pengeluaran

3. Buku Pembantu Panjar pada kolom pengeluaran

Langkah-langkah dalam membukukan pertanggungjawaban uang
panjar adalah sebagai berikut:
1. Bendahara Pengeluaran Pembantu menerima bukti
belanja/bukti pengeluaran uang/bukti lainnya yang sah dari
PPTK sebagai bentuk pertanggungjawaban uang panjar.
Setelah pertanggungjawaban tersebut diterima, Bendahara
Pengeluaran Pembantu mencatat pengembalian panjar di :
¢ BKU pada kolom penerimaan
e Buku pembantu panjar pada kolom penerimaan

Jumlah yang dicatat sebesar jumlah uang panjar yang
pernah diberikan.

2. Bendahara Pengeluaran Pembantu kemudian mencatat
belanja yang sebenarnya terjadi berdasarkan pertanggung-
jawaban yang diberikan PPTK. Belanja tersebut dicatat di:

+ BKU pada kolom pengeluaran
* Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja

3. Apabila uang panjar yang diberikan lebih besar daripada
belanja yang dilakukan lakukan, PPTK mengembalikan
kelebihan tersebut. Atas pengembalian itu Bendahara
Pengeluaran Pembantu mencatat di:

* Buku Pembantu Kas Tunai atau Buku Pembantu
Bank/Simpanan pada kolom penerimaan sebesar jumlah
yang dikembalikan

4. Apabila uang panjar yang diberikan lebih kecil daripada
belanja yang dilakukan, Bendahara Pengeluaran Pembantu
membayar kekurangannya kepada PPTK. Atas pembayaran
itu bendahara mencatat di :
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e Buku Pembantu Kas Tunai atau Buku Pembantu
Bank/ Simpanan pada kolom pengeluaran sebesar
jumlah yang dibayarkan
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C.2.1. Pembukuan Pemberian Uang Panjar

Uraian Bendahara Pengeluaran
Pembantu
1. Bendahara pengeluaran Puvians Pasbntes

pembantu meniapkan NPD,
memo persetujuan, bukti
pembayaran / bukti lainnya
yang sah

. Bendahara pengeluaran
pembantu kemudian
melakukan proses

Pengisian BKU pada kolom
pengeluaran

.Jika uang panjar diberikan
melalui kas tunai, maka
bendahara pengeluaran
pembantu melakukan
proses pengisian Buku
Pembantu Kas Tunai Kolom
Pengeluaran

.Jika uang panjar diberikan

melalui rekening bank,
maka bendahara
pengeluaran pembantu
melalukan proses pengisian
Buku Pembantu
Simpanan/Bank Kolom
Pengeluaran

. Kemudian bendahara
pengeluaran pembantu
melakukan proses
pengisian buku pembantu
panjar pada kolom
pengeluaran

.Hasil akhir dari proses ini
adalah BKU dan Buku
Pembantu BKU yang sudah
ter update

Uang Panjar

!

NPD

Memo Persetujuan

Bukti Pembayaran

S

Melakukan
pengisian BKU

Tidak

Uang
Panjar
Melalui Kas

Melakukan
Pengisian Buku Kas
Tunai

o

Melakukan pengisian
Buku Pembantu
Simpanan/Bank

Melakukan Pengisian
Buku Pembantu

BKU

Buku
PembantuSimpanan

Buku Pembantu
Rincian Objek
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C.2.2.A. Pembukuan Pertanggungjawaban Uang Panjar

Uraian Bendahara Pengeluaran
Pengeluaran

1. Benda'hara pengeluaraq Proses Perianggiing
menerima bukti Finrabat
belanja/bukti pengeluaran
uang lainnya dari PPTK dan
sejumlah uang yang berasal
dari sisa uang panjar :
Bendahara pengeluaran Buku Belanja
kemudian 1 Uang

2. Melakukan proses
Pengisian BKU pada kolom
penerimaan. Jumlah yang Nidatataiicin

dicatat sebesar jumlah uang

panjar yang pernah pengisian BKU

diberikan

3. Kemudian bendahara
pengeluaran melakukan
proses pengisian Buku

Pembantu panjar pada
kolom penerimaan sebesar
uang panjar yang pernah

Melakukan pengisian
Buku Pembantu

diberikan o
4. Bendahara pengeluaran |KURANG l
k di tat belanj
emudian mencatat belanja s =

di BKU pada kolom
pengeluaran. Jumlah yang
dicatat sebesar
pertanggungjawaban yang
diberikan PPTK

Pengisian BKU

5. Bendahara Pengeluaran >

mencatat belanja pada
buku pembantu rincian
obyek

A

Melakukan Pengisian
Buku Pembantu
Rincian Objek

6. Proses selanjutnya adalah
pencatatan aktual belanja
yang dilakukan. Apakah
Uang Panjar kurang dari
jumlah belanja atau lebih
dari jumlah belanja A
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C.1.2.Pembukuan Belanja UP/GU/TU - Kas Tunai Bendahara
Pengeluaran Pembantu

Uraian Bendahara Pengeluaran
Pembantu

7.Jika wuang panjar lebih
besar dari pada belanja,
maka PPTK wajib
mengembalikan sisa uang
panjar tersebut. Bendahara
pengeluaran pembantu
mencatat pengembalian
uang panjar dalam buku
pembantu kas tunai atau

buku pembantu
simpanan/bank pada
kolom pengeluaran,
sejumlah sisa uang panjar

8.Jika uang panjar kurang ngukﬁ;nbﬁ?gliiz
gar i o nilai bflania’ Tunai / Pembantu

endahara engeluaran .
pembantu pmeglaadcukan StpanenTant
pembayaran atas
kekurangan tersebut. KURANG l
Bendahara pengeluaran Melakukan pengisian
pembantu mencatat Buku Pembantu KAS
pembayaran tersebut pada | [ Tunai /
buku pembantu kas tunai PembantuSimpanan/
atau buku pembantu Bank
simpanan/bank pada
kolom pengeluaran,
sejumlah kekurangan uang
panjar
4

9. Hasil akhir dari proses ini
adalah BKU dan Buku
Pembantu BKU yang sudah
ter update

Buku Pembantu

Buku
PembantuSimpanan

Buku Pembantu
Rincian Objek

Buku Pembantu Panjar

Pembukuan SP2D LS Barang dan Jasa

Pembukuan atas proses belanja LS untuk pengadaan barang dan
jasa dimulai ketika bendahara pengeluaran pembantu menerima
SP2D LS barang dan Jasa dari BUD atau Kuasa BUD melalui
Pengguna Anggaran. Pembukuan dilakukan sebesar jumlah belanja
bruto (sebelum dikurangi potongan) sebagai "belanja pengadaan
barang dan jasa" di:
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1. BKU pada kolom penerimaan dan pengeluaran pada tanggal
yang sama

2. Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja yang terkait pada
kolom belanja LS

Terhadap informasi potongan pajak terkait belanja pengadaan
barang dan jasa, bendahara pengeluaran pembantu melakukan
pembukuan sebesar jumlah pajak yang dipotong sebagai
"pemotongan PPh/PPN" di:
1. BKU pada kolom penerimaan dan kolom pengeluaran pada
tanggal yang sama.
2. Buku Pembantu Pajak pada kolom penerimaan dan kolom
pengeluaran pada tanggal yang sama
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D. Penatausahaan Belanja SP2D LS Barang dan Jasa
Uraian Bendahara Pengeluaran
Pembantu

1. Bendahara pengeluaran
pembantu menerima SP2D
LS barang dan jasa untuk

Proses Penerbitan
SP2D LS Barang

belanja yang dilakukan dan iJasa
SP2D LS Barang
dan Jasa

2. Bendahara pengeluaran

pembantu kemudian

melakukan proses

Pengisian BKU pada kolom Me%a%“"kan

penerimaan pengisian BKU
3. Bendahara pengeluaran

pembantu kemudian

melakukan proses

Melakukan pengisian

Pengisian BKU pada kolom Buku Pembantu

pengeluaran. Tanggal dan

jumlah vyang dicatat = ST Bk
tanggal dan jumlah yang
dicatat di kolom
penerimaan

4. Bendahara pengeluaran Melakukan Pengisian
pembantu melakukan Buku Pembantu
proses Pengisian buku Rincian Objek
pembantu rincian obyek belanja
belanja.

5. Hasil akhir dari proses ini
adalah BKU dan Buku
Pembantu BKU yang sudah Buku Bendahara
ter update Pengeluaran

Buku Pembantu
Rincian Objek
belanja

3. Pembukuan SP2D LS Barang dan Jasa

Pertanggungjawaban pengeluaran merupakan proses
pertanggungjawaban seluruh pengeluaran belanja yang dilakukan
oleh bendahara pengeluaran pembantu dalam rangka pelaksanaan
APBD. Proses ini merupakan proses lanjutan dari proses pembukuan
pengeluaran. Pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu
terdiri dari:

a. pertanggungjawaban penggunaan tambahan uang

persediaan.
b. pertanggungjawaban fungsional
99



E. Pertanggungjawaban Penggunanan TU

Bendahara pengeluaran pembantu melakukan pertanggung-jawaban
penggunaan TU apabila TU yang dikelolanya telah habis/selesai
digunakan untuk membiayai suatu kegiatan atau telah sampai pada
waktu yang ditentukan sejak TU diterima.

Dalam melakukan pertanggungjawaban tersebut dokumen yang
disampaikan adalah Laporan Pertanggungjawaban Tambahan Uang
Persediaan. Dokumen ini dilampirkan dengan bukti-bukti belanja
yang sah dan lengkap.

Langkah-langkah dalam membuat pertanggungjawaban TU adalah
sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

9)

6)

Bendahara pengeluaran pembantu mengumpulkan bukti-
bukti belanja yang sah atas penggunaan tambahan uang
persediaan.

Apabila terdapat TU yang tidak digunakan bendahara
pengeluaran pembantu melakukan setoran ke Kas Umum
Daerah. Surat Tanda Setoran atas penyetoran itu
dilampirkan sebagai lampiran laporan pertanggungjawaban
TU.

Berdasarkan bukti-bukti belanja yang sah dan lengkap
tersebut dan bukti penyetoran sisa tambahan uang
persediaan (apabila tambahan uang persediaan melebihi
belanja yang dilakukan) bendahara pengeluaran pembantu
merekapitulasi belanja kedalam Laporan
Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan sesuai
dengan program dan kegiatannya yang dicantumkan pada
awal pengajuan TU.

Laporan pertanggungjawaban tersebut kemudian diberikan
kepada Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD.

PPK SKPD kemudian melakukan verifikasi atas
pertanggungjawaban yang dilakukan oleh bendahara
pengeluaran pembantu.

Pengguna Anggaran kemudian menandatangani laporan
pertanggungjawaban TU sebagai bentuk pengesahan.
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PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

BRPD ccassnmmmisamne

Tahun Anggaran

Program
Kegiatan

Tanggal SP2D TU : ....ccoiiiiiiiniinnnn.

Kode Rekening

Uraian Jumilah

Total

Tambahan Uang Persediaan Sisa Tambahan

Uang Persediaan *

Mengetahui: = Tanggal ........
Kuasa Pengguna Anggaran  Bendahara Pengeluaran Pembantu

(Tanda Tangan) (Tanda Tangan)
{Nama Jelas) (Nama Jelas)
NIP. NIP.

*Sisa tambahan uang persediaan telah disetor ke Kas Umum Daerah pada

tanggal ..... .

Cara Pengisian:

) 38

2.

Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan dan
tahun anggaran

Program diisi dengan kode dan nama program yang dibiayai
dengan TU

Kegiatan diisi dengan kode dan nama kegiatan yang dibiayai
dengan TU

Tanggal SP2D TU diisi dengan tanggal terbitnya SP2D TU
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o

o

10.

Kolom kode rekening diisi dengan kode rekening belanja
Kolom uraian diisi dengan uraian nama kode rekening
belanja

Kolom jumlah diisi dengan jumlah rupiah belanja untuk kode
rekening setiap rincian obyek belanja

Jumlah adalah total belanja dengan uang TU

Tambahan Uang Persediaan diisi jumlah Tambahan Uang
Persediaan yang diberikan

Sisa Tambahan Uang Persediaan adalah Tambahan Uang
Persediaan dikurang jumlah total belanja. Apabila hasilnya
positif maka ada sisa dana TU yang harus dikembalikan ke
Kas Umum
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A. Pertanggungjawaban Penggunaan TU

dan bukti setor
BUD /Kuasa BUD

kepada

Uraian PA/KPA PPK SKPD Bendahara
Pengeluaran
Pembantu
1. Bendahara pengeluaran
pembantu menyiapkan Buku
bukti setoran sisa dana TU Setoran
ke rekening kas. umum Bulng
daerah dan bukti belanja Belania
atas penggunaan dana TU
2. Bendahara pengeluaran Buku tile
mfinbuat . " laporan B b Suteran
ertanggungjawaban
genggfr%:ar%] dana TU dan Buku Bukl’.l
menyampaikan ke PA/KPA Belanja Delanju
melalui PPK SKPD Pengguna Pengguna
Tambahan WJ
UP
3. PPK SKPKD melakukan
verifikasi atas pertanggung- TIDAK
jawaban yang disampaikan
dan kemudian memberikan
kepada PA/KPA untuk
mendapatkan pengesahan
Buku Buku
Setoran Setoran
Buku Buku
Belanja Belanja
Pengguna Pengguna
4. PA/KPA melakukan proses Tambahan Tambahan
pengesahan atas laporan UP UP
pertanggungjawaban *——f
penggunaan tambahan \{
uang persediaan
Proses
S. PA/KPA kemudian || Penggesahan
memberikan laporan
pertanggungjawaban
tambahan uang persediaan { Bl
kepada Bendahara Batarai
Pengeluaran pembantu ..—_—J
Buku
6. Bendahara pengeluaran Belanja
pembantu kemudian
memberikan laporan Pengguna
pertanggung-jawaban Tambahan
tambahan uang persediaan up
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F. Pertanggungjawaban Fungsional

Pertanggungjawaban fungsional dibuat oleh bendahara
pengeluaran pembantu dan disampaikan kepada bendahara
pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
Pertanggungjawaban fungsional tersebut berupa Surat
Pertanggungjawaban (SPJ) dengan dilampiri dengan:

* Buku Kas Umum

¢ Laporan Penutupan Kas

Pertanggungjawaban fungsional pada bulan terakhir tahun
anggaran disampaikan paling lambat 5 hari kerja sebelum
hari kerja terakhir bulan tersebut. Pertanggungjawaban
tersebut dilampiri bukti setoran sisa uang persediaan.

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN

Kepada Yth.

Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota
No...... Tahun ....
mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, bersama ini
kami sampaikan Laporan Penutupan Kas Bulanan yang terdapat di
bendahara pengeluaran
SKPD..................adalah sejumlah Rp dengan perincian sebagai
berikut:
A. Kas di Bendahara Pengeluaran
A.1. Saldo awal bulan
tanggal ... Rp.
A.2. Jumlah Penerimaan Rp.
A.3. Jumlah Pengeluaran Rp.
A.4. Saldo Akhir bulan tanggal. Rp.
Saldo akhir bulan tanggal .......... terdiri dari saldo di kas
tunai sebesar Rp. .......... dan
B. Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu
B.1. Saldo awal bulan tanggal Rp.
B.2. Jumlah Penerimaan Rp.
B.3. Jumlah Pengeluaran Rp. . Rp.
B.4.Saldo Akhir bulan tanggal...... terdiri dari saldo di kas
tunai sebesar Rp. .......... dan
C. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran
C.1. Saldo di Kas Tunai Rp.
C.2. Saldo di Bank Rp.
C.3. Saldo total Rp.
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SKPD

Bendahara Pengeluaran

vy semssmsmswn

Pembantu

Tanda tangan

(nama kelas)

NIP.

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran :
Bendahara Pengeluaran Pembantu :

Tahun Anggaran
Bulan

LAPORAN PERTANGGUNGAN JAWABAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

jode
Fekening

Jumish

SPJ -LS Gaj

5PJ - 15 Barang - Jasa *)

SPJ UPIGLITU Jumiah SFJ

Ursisn gg

sd
Bulsn
Laiu

Bulan
w

s.d nd.
Buan Bulan
Lak

ad
Bulan
0l

.0,
Bulan
Lal

(LS+UPIGLITY
.4, Buian Fod Wil
-

= F P

=Ty

10

Lkl T | 1= @aend]

JUMLAR

Henenmaan

a. PPN

B PPR AT

d FPh i3

Kode

Rakenin
a

SPJ -LS Gj

SPJ - LS Barang — Jasa *)

SPJUPIGUTY

Jumiah 5PJ

s.d,
Buian
Lalu

s $.d.
Buls
n

in Lalu

s.d.
Butan

sd.
Butan
Laki

LS+UPIGUTU
Bua 5.4, Buisn ; _(' S

L= AT T

B=T+8
)

L TZ=(10+11) TI=EB++ 1)

L
{3+13)

Menyetujui :
Pengguna Anggaran/KPA
(Tanda Tangan)

(Nama Jelas)

NIP.
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NIP.




Cara Pengisian:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan nama
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, nama
bendahara pengeluaran pembantu, tahun anggaran dan
bulan.

Kolom 1 diisi dengan kode rekening.

Kolom 2 diisi dengan uraian nama kode rekening

Kolom 3 diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan dalam
APBD atas masing-masing kode rekening.

Kolom 4 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji
dan tunjangan yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan
bulan lalu

Kolom 5 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji
dan tunjangan yang telah diterbitkan/SPJ bulan ini

Kolom 6 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji
dan tunjangan yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan
bulan ini

Kolom 7 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak
Ketiga yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan lalu
Kolom 8 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak
Ketiga yang telah diterbitkan/SPJ bulan ini

Kolom 9 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak
Ketiga yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan ini
Kolom 10 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana
UP/GU/TU sampai dengan bulan lalu

Kolom 11 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana
UP/GU/TU bulan ini

Kolom 12 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana
UP/GU/TU sampai dengan bulan ini

Kolom 13 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana
LS+UP/GU/TU sampai dengan bulan ini

Kolom 14 diisi dengan jumlah sisa pagu anggaran yang
diperoleh dari jumlah anggaran dikurangi dengan jumlah SPJ
atas penggunaan dana LS=UP/GU/TU sampai dengan bulan
ini.

Pengisian atas kolom-kolom pada format diatas dilakukan sesuai
dengan kebutuhan
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B. Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu

Bendahara
Pengeuaran

Uraian PPKD | KPA | PPK Bendahara
SKPD | Pengeluaran

Pembantu

. Berdasarkan BKU
dan Buku
Pembantu BKU,
bendahara
pengeluaran
pembantu
membuat
Bendahara
pengeluaran
pembantu

SPJ

. Bendahara

pengeluaran
pembantu
memberikan SPJ
nya ke Bendahara
Pengeluaran
paling lambat
tanggal S5 bulan
berikutnya

. Bendahara
pengeluaran
melakukan
verifikasi, evaluasi
dan analisis atas
SPJ yang
disampaikan oleh
bendahara
pengeluaran
pembantu

. Bendahara
pengeluaran
kemudian
menggunakan SPJ
bendahara
pengeluaran
pembantu
tersebut dalam
proses pembuatan
SPJ Bendahara
pengeluaran

Buku
Pembantu

Buku
BKU

-__..--F""-F___—

F

Dokumen
SPJ

—

SPJ

Bendahara
g

SPJ il

Bendahara
Pengeluara

Dokumen
SPJ

SPJ
Bendahara
Pengeluara

Dokumen
SPJ
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LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR :....cco000000. TANGGAL :.uvviicenies

TATACARA
PENYUSUNAN LAPORAN BENDAHARA UMUM DAERAH

PENYUSUNAN LAPORAN BENDAHARA UMUM DAERAH

Bendahara Umum Daerah membuat laporan atas kas umum daerah
yang berada dalam pengelolaannya. Bendahara Umum Daerah
menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Daerah. Dokumen-
dokumen yang dihasilkan oleh penatausahaan dan bukti -bukti
transaksi pada kas umum daerah akan dijadikan dasar dalam
membuat laporan SUD.

Laporan Bendahara Umum Daerah disusun dalam bentuk:

a. Laporan Posisi Kas Harian (LPKH); dan

b. Rekonsiliasi Bank.

Laporan tersebut dibuat setiap hari dan diserahkan kepada Kepala
Daerah setiap hari kerja pertama setiap minggunya.

Disamping laporan-laporan diatas Bendahara Umum Daerah
membuat Register untuk SPP yang diajukan serta SPM dan SP2D
yang telah diterbitkan.

Format dokumen laporan adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
LAPORAN POSISI KAS HARIAN

HARI

TANGGAL

PERIODE .

Nomor Transaksi Penerimaan pengeluaran
Lain- Uraian
sSP2D §TS

lain L—

1 2 3 - 5

Uumiah

Perubahan Posisi Kas Hari ini
Posisi Kas (H-1)

Posisi Kas {H)
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Rekapitulasi Posisi Kas di BUD
Saldodi Bank 1 Rp
Saldo di Bank 2 Rp
Total Saldo Kas* Rp

Bendahara Umum Daerah,
(Tanda Tangan)

(Nama Jelas)
NIP

* Total saldo kas harus sama dengan Posisi Kas (H)

Cara Pengisian:

1.

&

;e

g

Periode .........

Judul diisi dengan SKPD yang bersangkuta Hari, Tanggal
dan Periode diisi dengan Hari, Tanggal dan Bulan Laporan
Posisi Kas Harian.

Kolom 1 diisi dengan nomor urut transaksi.

Kolom 2 diisi dengan nomor salah satu bukti transaksi
apakah SP2D/STS/Bukti lain yg sah

Kolom 3 diisi dengan uraian sesuai dengan bukti transaksi.
Kolom 4 diisi dengan jumlah (Rp) penerimaan yang masuk ke
kas umum daerah.

Kolom 5 diisi dengan jumlah (Rp) pengeluaran yang keluar
dari kas umum daerah.

Jumlah diisi jumlah dari kolom penerimaan dan pengeluaran
Perubahan Posisi Kas Hari ini diisi dengan jumlah selisih
antara jumlah kolom penerimaan dengan jumlah kolom
pengeluaran. Apabila lebih besar jumlah kolom penerimaan
maka selisih di tulis pada kolom pengeluaran. Apabila lebih
besar jumlah kolom pengeluaran maka selisih di tulis pada
kolom penerimaan

Posisi Kas (h-1) diisi Posisi kas satu hari sebelumnya

Posisi Kas (h) diisi dengan penjumlahan antara posisi Kas (h-
1) dengan perubahan Posisi kas hari ini.

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
REKONSILIASI BANK

1. Saldo Kas umum daerah Menurut Buku Rp.
2. Saldo Kas umum daerah Menurut Bank Rp. ......ccocovviiiinnnnn.

Selisih

Keterangan Selisih

A. Penerimaan yang telah dicatat oleh buku,
Belum dicatat oleh Bank
a. STSNo.... BBt asmsiionnstiing
b. Bukti Lain yang sah Rp..........ccccvvvines



c. Dst.. B sevimoesonodsmein B s cmmmmunnsnanmnns

B. Pengeluaran yang telah dicatat oleh buku,
Belum dicatat oleh Bank

a. SP2D No .... BREY. 5. 005008 nssnmsniiin i

b. Nota Kredit No. ..... Rp.....

c. Bukti Lain yang sah Rp..........c.cecueee.

d. Dst.. BE. i WP nisisidviens

C. Penerimaan yang telah dicatat oleh buku,
Belum dicatat oleh Bank

a. STS No .... Rp.
b. Nota Kredit No. ..... Rp.
c. Bukti Lain yang sah Rp.
d. Dst.. R, siviisaiiniaiam Rpcminnnan

D. Pengeluaran yang telah dicatat oleh buku,
Belum dicatat oleh Bank

a. SP2D No .... Rp.
b. Nota Debit No. ..... Rp.
c. Bukti Lain yang sah Rp.
d. Dst.. RDi:osssensnsnsisamisninon R asss

amay mame

Bendahara Umum Daerah

(Tanda Tangan)
(Nama Jelas)
NIP

Cara Pengisian :

1. Judul diisi dengan nama SKPD, Periode diisi dengan tanggal

rekonsiliasi.

2. Saldo Kas umum daerah Menurut Buku diisi jumlah saldo
akhir kas di pada rekening bank menurut catatan buku pada

tanggal rekonsiliasi.

3. Saldo Kas umum daerah Menurut Bank diisi jumlah saldo
akhir kas di Bank menurut catatan Bank pada tanggal

rekonsiliasi.

4. Selisih diisi dengan jumlah selisih antara kas menurut

catatan buku dan menurut catatan Bank.
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Penerimaan yang telah dicatat oleh buku, Belum dicatat oleh
Bank diisi dengan jumlah (Rp) STS/Bukti lain yang sah yang
sudah dicatat di buku tetapi belum dicatat di Bank.
Pengeluaran yang telah dicatat oleh buku, Belum dicatat oleh
Bank diisi dengan jumlah (Rp) SP2D/Bukti lain yang sah
yang sudah dicatat di buku tetapi belum dicatat di Bank.
Penerimaan yang telah dicatat oleh Bank, Belum dicatat oleh
Buku diisi dengan jumlah (Rp) STS/Bukti lain yang sah
yang sudah dicatat di bank tetapi belum dicatat di Buku.
Pengeluaran yang telah dicatat oleh bank, Belum dicatat oleh
buku diisi dengan jumlah (Rp) SP2D/Bukti lain yang sah
yang sudah dicatat di bank tetapi belum dicatat di buku.

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
REGISTER SPP/SPM/SP2D
BENDAHARA UMUM DAERAH

Nao

Janis

SPP SPM SP2D
Uraian Jumlah Kst.

UP/GUITUAS

Sl o. » tn. Tl No.
T ¥ Y T ] T T

s, TRGREL s
Bendahara Umum Daerah

(Tanda Tangan)
(Nama Jelas)
NIP.

Cara Pengisian :

o e

e

Judul diisi dengan nama SKPD

Kolom 1 diisi dengan nomor urut

Kolom 2 diisi dengan jenis pengajuan dengan UP/GU/TU/LS
Kolom 3 diisi dengan tanggal pengajuan SPP

Kolom 4 diisi dengan Nomor SPP yang diajukan

Kolom 5 diisi dengan tanggal penerbitan SPM terkait
pengajuan SPP pada kolom sebelumnya

Kolom 6 diisi dengan Nomor SPM yang diterbitkan

Kolom 7 diisi dengan tanggal penerbitan SP2D terkait dengan
penerbitan SPM pada kolom sebelumnya

. Kolom 8 diisi dengan Nomor SP2D yang diterbitkan
10.
11.
12.

Kolom 9 diisi dengan Uraian Pengajuan
Kolom 10 diisi dengan jumlah pencairan
Kolom 11 diisi dengan keterangan yang diperlukan
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Bendahara Umum Daerah menyusun pertanggungjawabannya
setiap hari dalam bentuk Rekonsiliasi Bank dan Laporan Posisi

Kas Harian.

Langkah-langkah dalam menyusun Rekonsiliasi Bank dan
Laporan Posisi Kas Harian adalah sebagai berikut:

1.

Berdasarkan bukti-bukti yang ada (SP2D/STS/Bukti
lainnya yang sah), setiap hari BUD menyusun laporan posisi
kas harian.

BUD menerima rekening koran dari Bank setiap hari untuk
transaksi satu hari sebelumnya.

Berdasarkan rekening koran dan laporan posisi kas harian
BUD menyusun rekonsiliasi bank

Rekonsiliasi Bank disusun dengan cara membandingkan saldo
kas di Bank menurut Rekening Koran dengan saldo kas di
Bank menurut laporan posisi kas harian.

Laporan posisi kas harian dan rekonsiliasi bank tersebut
diserahkan kepada kepala daerah hari pertama setiap minggu
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